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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik Akad Murabahah pada 
Bank BNI Syariah Kantor Cabang Utama Makassar jika disesuaikan dengan 
PSAK 102 dalam perspektif Mashlahah. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu Kualitatif dengan 
pendekatan fenomenologi dimana fenomena yang terjadi masih ada Bank Syariah 
yang secara riil melakukan praktik pembiyaan juga melanggar PSAK 
102.Perolehan data wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan serta 
internet search sebagai pelengkap data. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Bank BNI Syariah 
Kantor Cabang Utama Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, 
karena PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Utama Makassar tidak menerapkan 
aturan yang sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bahwa denda bagi 
nasabah yang terlambat membayar diterima dan diakui sebagai dana kebajikan. 
Sedangkan, PT. bank BNI Syariah tidak  mengenakan denda dalam bentuk 
apapuun berdasarkan keputusan Dwan Pengawas Syariah PT. Bank BNI Syariah. 
Penerapan prinsip Syariah guna menciptakan Kemashlahatan dalam pembiayaan 
murabahah telah sesuai dengan Undang-Undang perbankan Syariah dan Fatwa 
DSN-MUI. 
 







A. Latar Belakang 
Kebutuhan pokok manusia ada tiga macam yaitu sandang, pangan 
danpapan. Sandang yaitu kebutuhan mengenai pakaian, pangan 
merupakankebutuhan mengenai makanan, dan papan adalah kebutuhan mengenai 
rumahatau tempat tinggal. Rumah merupakan tempat untuk berlindung 
danberkumpulnya keluarga. Semua orang pasti ingin memenuhi kebutuhannya. 
Kebutuhan dapat terpenuhi, tidak hanya pangan dan pakaian yang dibutuhkan 
tetapi rumah juga. Rumah sebagai tempat berlindung manusia, tempat berteduh 
dari matahari ataupun hujan, tempat berkumpul dengan keluarga dan juga tempat 
beristirahat setelah aktivitas diluar rumah (Sapi’i dan Setiawan, 2016). 
Semakin tumbuhnya populasi manusia, maka semakin tinggi pula 
kebutuhan terhadap rumah. Di Indonesia kebutuhan rumah setiap tahunnya 
mencapai 900.000 sampai satu juta unit. di mana pemerintah dan pengembang 
hanya mampu memenehui di angka 400.000 unit/tahun. Padahal rata-rata 
pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini mencapai 1,49% per tahun. Apabila 
kemampuan penyediaan rumah terus di angka yang sama, maka kesenjangan 
(backlog) perumahan akan terus meningkat (Badan Pusat Statistik dalam 
Kemenkeu, 2015). 
Masalah adalah sulitnya akses mendapatkan rumah hunian yang layak. 
Dimana nasabah membayar angsuran tidak flat karena rujukan adalah suku bunga 
pada saat itu, berbeda dengan bank syariah yang menetapkan asas kesepakatan 




Sistem kredit perumahan rakyat yang ditawarkan oleh perbankan konvensional 
jelas tidak sesuai dengan syariah karena mengandung unsur riba yang diharamkan 
(Solihin, 2008). 
Sebagaimana yang telah tertuang dalam firman Allah surah Al 
Baqarah(2) : ayat 278 yang berbunyi : 





“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan 
tinggalkanlah sisa-sisa riba, jika kamu orang-orang yang beriman”. 
Dalam perkembangan zaman sampai saat ini, banyak dari masyarakat 
lebih ingin membeli atau mengkonsumsi produk dengan berlabel syariah.Sehingga 
para pelaku ekonomi juga mempersiapkan diri untuk menggunakan sistem yang 
berbasis syariah. Fenomena tersebutmemunculkan karakteristik ekonomi yang 
lebih sesuai dengan syariat. Dimulai dari munculnya Perbankan Syariah, BMT, 
asuransi syariah model takaful, hotel syariah, property syariah dan lain-lain yang 
menginovasi produknya menjadi produk yang menawarkan karakter syariah 
(Ismail, 2014). 
Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat 
dari tahun ke tahun. Mengingat Indonesia adalah negara dengan mayoritas 
penduduk yang beragama Islam, maka Indonesia memiliki peluang besar untuk 
terus mengembangkan perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah di 
Indonesia mulai terlihat sejak tahun 2005 (Karim, 2017:25).  




unit. Dimana, pada tahun 2018 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan data 
terkait perkembangan bank syariah. Perbankan syariah dengan jumlah total 202 
pada tahun 2018 terdiri dari 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha 
Syariah (UUS) dan 168 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Statistik 
Perbankan Syariah, 2018). 
Gambar 1.1 
 
Sumber : ojk, statistik perbankan syariah juni 2019 
Per Juni 2019, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk 
Saham Syariah) mencapai Rp1.335,41 triliunatau USD 94,44 miliar. 
Dalam transaksi bank syariah tidak dikenal istilah bunga, akan tetapi 
menggunakan sistem bagi hasil, karena bunga dianggap riba. Ketika nasabah ingin 
melunasi angsuran sebelum masa kontrak berakhir maka bank syariah tidak akan 
mengenakan pinalti pada pembiayaan rumah. Karena harga KPR sudah ditetapkan 




menggunakan system bunga yang menyebabkan cicilan terus berubah (Adrian, 
2009). 
Pembiayaan merupakan aktivitas bank dalam menyalurkan dana. 
Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan sehingga 
penerimamemiliki kewajiban untuk mengembalikan pembiyaan yang telah 
diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dalam akad 
pembiayaan (Ismail, 2011). 
Bentuk pembiayaan perbankan berdasarkan prinsip syariah antara lain 
adalah : berdasarkan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan 
keuntungan yang disepakati (Murabahah), pembiayaan berdasarkan prinsip 
penyertaan modal (Musyarakah), kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak 
pertama menyediakan modal 100% sedangkan pihak lain menjadi pengelola 
(Mudharabah), pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sementara 
pembayarannya dilakukan di muka (Salam), pembelian barang yang dilakukan 
dengan kontrak penjualan yang disepakati (Istishna’), pemindahan hak guna atas 
barang dan jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (Ijarah), jaminan 
yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak 
kedua (Kafalah), pengalihan hutang (Hawalah) dan pemberian harta kepada orang 
lain agar dapat ditagih dan diminta kembali (Qardh). ( Susilowati & Imam sofi’i, 
2018) 
Salah satu produk unggulan pembiayaan perbankan syariah adalah 
produk pembiayaan murabahah. Transaksi inidalam sejarah Islam telah dilakukan 




fiqh, kontrak ini tampaknya telah digunakanmurni untuk tujuan bisnis. 
Pembiayaan pemilikan rumah dengan akad Murabahah atau jual beli sesuai 
dengan Fatwa Dewan Syariah No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. 
Murabahah hakikatnya jual beli, dimana masing-masing yang terlibat dalam 
transaksi jual beli membuat suatu kesepakatan yang kemudian kesepakatan ini 
dalam istilah perbankan syariah dituangkan dalam nota akad. Aplikasi murabahah 
dalam perbankan syariah dapat dikategorikan pada pembiayaan konsumtif dan 
pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan untuk 
keperluan konsumsi nasabah, antara lain ; pembelian rumah, motor dan keperluan 
konsumsi keseharian lainnya. Sedangkan untuk pembiayaan produktif adalah 
pembiayaan yang terkait dengan modal kerja dan investasi. ( Susilowati & Imam 
sofi’i, 2018). 
Dalam murabahah barang yang diperjualbelikan harus ada pada saat 
akad,sedangkan pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau secara tangguh 
ataucicilan(Wiroso 2011:74). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual 
danjangka waktu pembayaran, harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan 
jikatelah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam 
praktiknyamurabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. 
Di dalam PSAK No. 102 mengatakan, murabahah adalah menjual 
barangdengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang 
disepakatidan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut 
kepadapembeli. Singkatnya akad murabahah merupakan perjanjian jual-beli 




yangdperlukan sesuai kebutuhan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah 
yangbersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau 
keuntunganyang telah disepakati antara pihak bank syariah dengan nasabah. 
Selain itu proses akuntansi yang meliputi pencatatan, penilaian, 
pengakuan serta pelaporannya pun dianggap masih belum diterapkan secara 
maksimal oleh pihak perbankan. Proses akuntansi yang dimaksud mangacukepada 
PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah serta peraturan yang terkaitdengan 
pembiayaan tersebut. Seperti penilaian yang dilakukan oleh Febrian, Rdan 
Mardian, S mengenai Penerapan PSAK No. 102 Atas Transaksi Murabahah: Studi 
Baitul Maal WaTamwil Di Depok, Jawa Barat Tahun 2017, dijelaskan bahwa 
tidak semua BMT di Depok telah mengadopsi PSAK No. 102 padaperlakuan 
akuntansi atas transaksi murabahah. Nilai rata-rata yang dicapaihanya 68,4%. 
Terdapat kelemahan pada aspek latar belakang pendidikan responden yang 
mangakibatkan terbatasnya pengetahuan atas catatan transaksidi BMT. 
PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar menyediakan fasilitas 
murabahah berupa pemberian pembiayaan produktif dan konsumtif kepada 
nasabah. Jenis pembiayaan produktif yang diberikan untuk menambah modal 
usaha/modal kerja misalnya Agrobisnis, property. Sedangkan pembiayaan 
konsumtif yang dapat diberikan adalah untuk membeli rumah, kendaraan, 
kepemilikan ruko, pembelian alat-alat industri dan lain-lain. 
Berdasarkan penelitian Ardha dan Rahman (2014) dengan judul 
“Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Pada PT Bank Rakyat Indonesia 




Syariah yang secara riil melakukan praktik pembiayaan juga melanggar PSAK 
102 Tahun 2007 untuk pengakuan persediaan. BRI Syariah seharusnya tidak 
mengakui adanya akun Persediaan apabila melakukan praktik utang piutang 
karena sesungguhnya BRI Syariah memberikan sejumlah dana kepada nasabah 
kemudian meminta nasabah mengembalikannya dengan margin yang disepakati, 
bukan memberikan persediaan. BRI Syariah seharusnya menggunakan akun 
Piutang untuk pengakuan pemberian dana ini. Disini terlihat bahwa sesungguhnya 
BRI Syariah menjalankan praktik riba dengan meminta nasabah mengembalikan 
dana pinjaman yang diberikan dengan adanya tambahan. BRI Syariah jelas telah 
melanggar PSAK 102 Tahun 2007. Hal ini telah mencoreng prinsip bank syariah 
bukan hanya Bank BRI Syariah itu sendiri tapi perbankan syariah secara umum. 
Hal ini menimbulkan paradigma kepada masyarakat bahwasannya entitas bank 
syariah hanya sekedar mengganti nama saja tanpa melaksanakan prinsip-prinsip 
syariah yang sesungguhnya. 
Berbagai perkembangan produk dan inovasi ekonomi syariah 
memerlukan landasan hukum yang kuat sehingga tetap sejalan dengan prinsip-
prinsip syari‟ah. Hal ini terutama dikarenakan seluruh hukum yang termuat dalam 
Alqur‟an maupun hadis mengandung maslahah sehingga tidak berlebihan jika 
kemudian dikatakan bahwa dalam setiap aturan dan penetapan hukum terkandung 
maslahah.(Qorib, Isnaini, 2016). 
Menurut Imam Al Ghazali mashlahah yaitu mendatangkan manfaat dan 
menolak kemudharatan. Perbedaannya terletak pada apa yang menjadi ukuran 




bahasa terkesan bahwa yang menjadi ukurannya adalah hawa nafsu, sedangkan 
dari pengertian secara istilah dapat diketahui bahwa yang menjadi ukurannya 
adalah tujuan syara’ yaitu menjaga agama (din), jiwa (nafs), akal (akal), 
kehormatan dan keturunan (arad) dan harta (mal). Artinya, jika seseorang 
melakukan perbuatan yang dimaksudkan untuk memelihara kelima aspek tujuan 
syara‟dikatakan maslahah. Di samping itu upaya untuk menolak segala bentuk 
kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara‟tersebut juga 
dinamakan maslahah. Menurut as-Syatibi, kemaslahatan tersebut tidak dibedakan 
antara kemaslahatan dunia maupun akhirat, karena kedua kemaslahatan tersebut 
apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara‟di atas maka dikatakan 
maslahah. 
Sudah sepantasnya jika setiap komponen umat Islam senantiasa 
berkontribusi secara konstruktif dalam perjuangan penerapan syariat Allah Ta’ala 
di segala aspek kehidupan, tidak terkecuali pada aspek ekonomi umat. Apalagi 
dalam praktik di lapangan, berbagai praktik ekonomi dan/atau keuangan syariah 
telah menuai banyak kecaman dan kritikan dari para ilmuwan muslim sendiri 
(Iskandar, Khaerul, 2019). 
Merujuk pada apa yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk 
meneliti dengan judul “Analisis Penerapan Akad Murabahah dengan PSAK 










B. Batasan & Rumusan Masalah 
Dalam penulisan skripsi ini agar tidak meluas dan fokus pada 
permasalahan yang akan dibahas dan mencapai hasil yang diharapkan, maka 
penulis membatasi objek yang dikaji. Masalah akan dibatasi adalah bagaimana 
mekanisme praktik akad murabahah dalam pembiayaan rumah pada bank BNI 
syariah kantor cabang utama makassar dan ketidaksesuaian praktik akad 
murabahah dengan PSAK 102dalam perspektif mashlahah. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dirumuskan 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana mekanisme praktik akadmurabahah’ pada pembiayaan rumah 
pada bank BNI syariah kantor cabang utama makassar ? 
2. Bagaimana praktik akad murabahah’ pada bank BNI syariah kantor cabang 
utama makassar jika disesuaikan dengan PSAK 102dalam 
perspektifmashlahah? 
 
C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 
Penelitian merupakan studi terhadap akuntansi syariah yang berfokus 
pada penerapan akuntansi dalam pembiayaan rumah pada bank syariah yang 
dikenal juga dengan akad murabahah’. Penelitian ditujukan kepada praktisi 
murabahah, khususnya oleh shahibul maal yang cenderung mengabaikan prinsip-
prinsip Islam dan regulasi yang telah ada. Penelitian dilakukan di Bank BNI 




peneliti menggunakan kemashlahatan sebagai solusi dalam rangka menciptakan 
praktik murabahah yang sesuai dengan syariat islam dan standar akuntansi 
keuangan nomor 102 (PSAK No. 102). 
D. Penelitian Terdahulu 
Dasar ataupun acuan seperti temuan-temuan melalui hasil dari berbagai 
penelitian sebelumnya adalah hal yang sangat diperlukan yang dapat dijadikan 
sebagai sebuah pendukung dalam sebuah penelitian. Salah satu data pendukung 
menurut peneliti akan penting dijadikan sebagai bagain tersendiri adalah 
penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan terkait dalam penelitian 
ini. Pada bagian ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan oleh 
peneliti dalam penelitian kali ini adalah:  
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 
No. Nama Penulis Judul Metode 
penelitian 
Hasil 
1 Parno dan 
Tikawati (2016) 
Analisis Penerapan 






















sesuai dengan PSAK 
No. 102 
2 Shindy Marcela 





















Cabang Luwuk telah 
menetapkan 
besarnya margin. 



















sebagai penjual dan 
nasabah bertindak 
sebagai pembeli atas 
barang dan dinilai 
sebesar harga jual 
ditambah 
keuntungan. (PSAK 
No. 102 : Akuntansi 
Murabahah, paragraf 
06). Namun tidak 
sesuai dengan 
prinsip syariah. 
3 Rani Febrian, dan 
Sepky Mardian 
(2017) 
Penerapan PSAK No. 
102 Atas Transaksi 
Murabahah: Studi 
Pada Baitul Maal   
Wa Tamwil Di 











Dari 13 BMT di kota 
depok yang telah 
menerapkan PSAK 
102 atas transaksi 
murabahah. 
Penerapan PSAK 
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di BMT tersebut 
yang telah 
menerapkan PSAK 
102 sebesar 68,4% 
dan yang belum 
menerapkan PSAK 
102 sebesar 31,6%. 
Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa 
13 BMT di kota 
depok rata-rata telah 
menerapkan PSAK 
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lainnya dan dari 
pihak bank juga 
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barang/rumah yang 
akan dijual ke 
nsabah. 
 
Dilihat dari beberapa penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan 
persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan ini yaitu sama-
sama meneliti mengenai Akad Murabahah dengan PSAK 102. Sedangkan hal 
yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis 





Maslahah adalah apapun yang mengandung kemanfaatan, baik dengan 
cara menolak bahaya dan rasa sakit (Dahlan, 2016). Dari sudut kepentingannya, 
terbagi beberapa jenis maslahah diantara adalah dharuriyyah merupakan salah satu 
jenis maslahah yang keberadaannya sangat dibutuhkan demi tegaknya 
kemaslahatan dunia dan akhirat, sehingga jika jenis maslahah ini tidak ada, maka 
tidak akan ada kemaslahatan yang tecapai didunia, bahkan menjadi binasa didunia 
dan mendapatkan siksa diakhirat kelak (Hasanah, 2017). Didalam maslahah juga 
terkandung kewajiban untuk memperhatikan setiap yang terjadi mengenai baik 
atau buruknya suatu hal, terutama pada peristiwa-peristiwa sosial dan lingkungan 
yang berdampak pada masyarakat banyak. 
Ulama lainnya yaitu imam Al-Khwarizmi menyebutkan bahwa maslahah 
yaitu memelihara tujuan syara’ dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari 
manusia. Dan menurut Said Ramdhan al-Buthi, maslahah berupa manfaat yang 
dimaksudkan oleh Allah yang Maha Bijaksana untuk kepentingan para hamba-
Nya, baik itu berupa memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta 
mereka sesuai urutan yang ada pada kategori pemeliharaannya. Jadi secara umum, 
maslahah dapat kita artikan sebagai segala sesuatu yang memiliki manfaat dapat 
kita kerjakan atau lakukan dan menjauh dari hal-hal yang mengandung sesuatu 
yang kurang atau tidak menguntungkan (kemudharatan). Konsep maslahaha atau 
pengetahuan mengenai prinsip maslahah yaitu prinsip dengan indikasi yang 
memberikan cerminan tentang Islam itu sendiri yang menekankan betapa 
pentingnya suatu pertimbangan seperti pertimbangan umum dibandingkan 






E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan 
sebelumnya maka penelitian ini bertujuan: 
1. Untuk mengetahui mekanisme praktik akadmurabahah’ pada 
pembiayaan rumah pada bank BNI syariah kantor cabang utama 
makassar. 
2. Untuk mengetahui praktik akad murabahah’ pada bank BNI syariah 
kantor cabang utama makassar jika disesuaikan dengan PSAK 102 
dalam perspektif mashlahah. 
F. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Kegunaan Teoritis 
a. Bagi penulis 
Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah wawasan, ilmu 
pengetahuan, serta pengalaman baru bagi penulis pada bidang pembiayaan 
Rumah menggunakan akad murabahah’. 
b. Bagi jurusan/fakultas 
Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan referensi 
literatur untuk penelitian selanjutnya khususnya bagi Program 
Studi Akuntansi mengenai jual beli kepemilikan rumah 






2. Kegunaan Praktis 
a. Bagi Bank Syariah 
Hasil penelitian ini bagi bank syariah adalah sebagai sarana 
evaluasi dan pedoman agar bank selalu menjaga aspek kesyariahan dan 
PSAK 102 yang telah dilaksanakan serta sebagai acuan agar selalu 
meningkatkan kualitas dan kinerja bank syariah utnuk kedepannya. 
b. Bagi masyarakat 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 
pengetahuan pada masyarakat mengenai pembiayaan rumah menggunakan 
akad murabahah’ sehingga dapat dugunakan sebagai parameter untuk 
memilih hunian yang berkonsep syariah yang berkualitas baik sesusai 








A. Konsep Mashlahah 
Asmawi (2017) mengemukakan kajian teori hukum islam (usul fiqh), 
maslahah diketahui dengan sebutan yang bervariasi yaitu prinsip (prinsip, al-asl, 
al-qa’idah, al-mabda’), dalim hukum ataupun sumber (dalil, masdar, source), 
doktrin (doctrine, al-dabir), konsep (concept, al-fikrah), metode (method, al-
tariqah), dan teori (theory, al-nazariyyah). Maslahat secara etimologi 
didefinisikan sebagai upaya mengambil manfaat dan menghilangkan 
mafsadat/madharat. Maslahah berasal dari kata shalah( حلص ) dan penambahan 
“alif” diawalnya yang berarti “baik” lawan dari kata “rusak” atau “buruk”. Ia 
adalah mashdar dengan arti kata shalah, yaitu “manfaat” atau “terlepas dari 
kerusakan”. Maslahah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang 
mendorong kepada kebaikan manusia. Maslahah dalam arti yang umum yaitu 
setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau 
menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan dalam arti 
menolak atau menghindarkan dari madarat. Segala sesuatu yang mengandung 
kebaikan dan manfaat di dalamnya disebut dengan maslahah. 
Adapun pengertian maslahah secara terminologi, ada beberapa pendapat 
dari para ulama’, antara lain: (1). Imam Ghazali (madzab syafi’i), mengemukakan 
bahwa : al-maslahah pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak ke-
madarat dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’. Yang dimaksud Imam 
Al-Ghazali manfaat dalam tujuan syara’ yang harus dipelihara terdapat lima 




demikian yang dimaksud mafsadah adalah sesuatu yang merusak dari salah satu 
diantara lima hal tujuan syara’ yang disebut dengan istilah al-Maqāsid al-
Syari‘ah menurut al-Syatibi. Imam Ghazali mendefinisikan maslahat sebagai 
berikut:“Maslahat pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan 
manfaat atau menolak ke-madaratan”.(2). Jalaluddin Abdurrahman secara tegas 
menyebutkan bahwa maslahah dengan pengertian yang lebih umum dan yang 
dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang 
bermafaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun bermanfaat untuk 
menghilangkan kesulitan dan kesusahan. Serta memelihara maksud hukum syara’ 
terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, 
bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka. (3). Al-
Kawarizmi, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-maslahah adalah 
memelihara tujuan syara’ dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari 
manusia. Dari pengertian tersebut, beliau memandang maslahah hanya dari satu 
sisi, yaitu menghindarkan mafsadat semata, padahal kemaslahatan mempunyai 
sisi lain yang justru lebih penting, yaitu meraih manfaat. (4). Menurut Al-Thufi 
maslahah merupakan dalil paling kuat yang secara mendiri dapat dijadikan alasan 
dalam menentukan hukum syara’. 
Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa maslahah 
merupakan tujuan dari adanya syariat Islam, yakni dengan memelihara agama, 
memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, serta memelihara 
harta. 





1. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemashlahatan itu, para ahli ushul 
fiqh membagi menjadi tiga macam, yaitu: 
a. Mashlahah dharuriyyah, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan 
kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat.Kemashlahatan 
seperti ini ada lima, yaitu: 
1) Memelihara agama (al-din). Untuk persoalan al-din berhubungan 
dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seseorang muslim dan 
muslimah, membela Islam dari ajaran-ajaran yang sesat, membela 
Islam dari serangan-serangan orang-orang yang beriman kepada 
Agama lain. 
2) Memelihara jiwa (al-nafs). Didalam agama Islam nyawa manusia 
adalah sesuatu yang sangat berharga untuk orang lain atau dirinya 
sendiri. 
3) Memelihara akal (al-‘aql). Yang membedakan manusia dengan hewan 
adalah akal, oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. 
Islam mewajibkan kita untuk menuntut ilmu sampai ke ujung dunia 
manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat kita, seperti 
minum minuman keras. 
4) Memelihara keturunan (al-nasl). Menjaga keturunan dengan menikah 
secara Agama dan Negara. Mempunyai anak di luar nikah akan 





5) Memelihara harta (al-mal). Harta adalah sesuatu yang sangat penting 
dan berharga, tetapi islam melarang untuk memperoleh harta dengan 
cara kejelekan. 
Kelima kemashlahatan ini, disebut dengan al-Mashlih al-Khamsah. 
b. Mashlahah Hajiyah, yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang utuk 
memudahkan untuk menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam 
rangka memelihara lima unsur diatas. Jika tidak tercapai manusia akan 
mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan rukhsah (keringanan) 
dalam ibadah. 
c. Maslahah Tahsiniyyah, yaitu memelihara kelima unsur pokok di atas 
dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari 
kebiasan-kebiasan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang 
dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat. 
Ketiga kemashlahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim 
dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemashlahatan. 
Kemashlahatan Dharuriyyah harus lebih didahulukan dari kemashlahatan 
Hajiyyah, dan kemashlahatan Hajiyyah harus lebih didahulukan dari 
kemashlahatan Tahsiniyyah (abd. Rahman, 2011). 
2. Dilihat dari cakupannya (jangkauannya) mashlahah terbagi menjadi tiga: 
Bila ditinjau dari segi cakupan, Jumhur Ulama membagi 




a. Al-Maslahah al-Ammah (mashlahah umum), yang berkaitan dengan 
semua orang seperti mencetak mata uang untuk kemashlahatan suatu 
Negara. 
b. Al-Mashlahah al-Ghalibah (mashlahah mayoritas), yang berkaitan 
dengan mayoritas (kebanyakan) orang, tetapi tidak bagi semua orang. 
Contohnya orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain 
untuk dijadikan barang jadi, maka apabila orang tersebut membuat 
kesalahan (kerusakan) wajib menggantinya. 
c. Al-mashlahah al-Khassah (mashlahah khusus/pribadi), yang berkenaan 
dengan orang-orang tertentu. Seperti adanya kemashlahatan bagi seorang 
istri agar hakim menetapkan keputusan fasah karena suaminya 
dinyatakan hilang. 
3. Dilihat dari segi keberadaan Mashlahah menurut syara’ terbagi menjadi 
tiga: 
a. Mashlahah Mu’tabarah, yaitu kemashlahatan yang didukung oleh syar’i. 
Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis 
kemashlahatan tersebut. Misalnya, hukuman atas orang yang meminum 
minuman keras dalam hadits Rasulullah saw, dipahami secara berlainan 
oleh para ulama’ fiqh, disebabkan perbedaan alat pemukul yang 
dipergunakan Rasulullah saw. Ketika melaksanakan hukuman bagi orang 
yang meminum minuman keras. 
b. Maslahah Mulghah, yaitu kemashlahatan yang ditolak oleh syara’, 




menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang 
hari pada bulan Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, 
atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir 
miskin. Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan 
hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Kemashlahatan seperti ini, 
menurut kesepakatan para ulama’, disebut Maslahah Mulghah dan tidak 
bisa dijadikan landasan hukum. 
c. Maslahah Mursalah, yaitu maslahah yang tidak diakui secara eksplisit 
oleh syara’ dan tidak pula ditolak serta dianggap batil oleh syara’, tetapi 
masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang 
universal. Gabungan dari dua kata tersebut, yaitu mas}lahah mursalah 
menurut istilah berarti kebaikan (maslahah) yang tidak disinggung dalam 
syara’, untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, namun jika 
dikerjakan akan membawa manfaat. 
Oleh sebab itu dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutib oleh 
Nazar Bakry dalam buku Fiqh dan Ushul Fiqh: 
“hukum sesuatu adakah dia haram atau mubah, maka dilihat dari segi 
mafsadatan dan kebaikannya”. 
Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. 
Peraturan seperti ini tidak terdapat dalil khusus yang mengaturnya. Namun, 
peraturan tersebut sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal memelihara jiwa 
dan harta. 
Landasan syariah berupa al-Qur’an, Hadis serta kaidah fiqh yang 




menetapkan maslahah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum 
berdasarkan: 
Berdasarkan istiqra’ (penelitian empiris) dan nash-nash al-Qur’an 
maupun hadist diketahui bahwa hukum-hukum syari’at Islam mencakup 
diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia.Sebagaimana firman Allah 
dalam surah Yunus ayat 57;  
ُدورِ َوُهٗدى  َِما ِِف ٱلصُّ
ب ُِكۡم وَِشَفآءٞ ل  ِن رذ وِۡعَظةٞ م  َها ٱنلذاُس قَۡد َجآَءتُۡكم مذ يُّ
َ
َٰٓأ يَ
  َورَۡۡحَةٞ ل ِلُۡمۡؤِمننَِي  
Terjemahnya: 
Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari 
Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) 
dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang 
beriman. 
 
Hasil induksi terhadap ayat dan hadis menunjukan bahwa setiap hukum 
mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, dalam hubungan ini, Allah 
berfirman dalam surat al-Anbiya’ ayat 107: 




Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 
rahmat bagi semesta alam. 
Redaksi ayat di atas sangat singkat, namun ayat tersebut mengandung 
makna yang sangat luas. Di antara empat hal pokok, yang terkandung dalam ayat 
ini adalah: Allah mengutus Nabi Muhammad (al-‘ālamīn), serta risalah, yang 




besar. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yakni:  
واْ  ُ ِ ةَ َوِِلَُكّب  ْ ٱلۡعِدذ ُ بُِكُم ٱلُۡيۡۡسَ َوََّل يُرِيُد بُِكُم ٱلُۡعۡۡسَ َوِِلُۡكِملُوا يُرِيُد ٱَّللذ
َُٰكۡم َولََعلذُكۡم تَۡشُكُروَن   َٰ َما َهَدى َ لََعَ  ٱَّللذ
Terjemahnya: 
Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 
kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya 
dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang 
diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. 
Ayat tersebut terdapat kaidah yang besar, di dalam tugas-tugas yang 
dibebankan akidah Islam secara keseluruhan, yaitu “memberikan kemudahan dan 
tidak mempersulit”. Hal ini memberikan kesan kepada kita yang merasakan 
kemudahan di dalam menjalankan kehidupan ini secara keseluruhan dan 
mencetak jiwa orang muslim berupa kelapangan jiwa, tidak memberatkan, dan 
tidak mempersukar. 
Adapun syarat-syarat maslahah yang dapat dijadikan sebagai hujjah, 
karena tidak semua maslahah yang ada dapat dijadikan sebahai hujjah, sehingga 
ada beberapa ketentuan yang dapat menjadikan suatu maslahah dapat dikatakan 
sebagai hujjah. Adapun beberapa syarat maslahah menurut para ulama, antara lain 
menurut al-Ghazali yaitu (1) Maslahah itu sejalan dengan tindakan syara’, (2) 
Maslahah tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara’, (3) 
Maslahah itu termasuk dalam kategori maslahah yang dharuri, baik yang 
menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu 
berlaku untuk semua orang. 




anatara maslahah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri 
dengan tujuan-tujuan syariah. Dengan adanya persyaratan ini, maka maslahah 
tidak boleh menegaskan sumber dalil yang qath’i, akan tetapi sesuai dengan 
maslahah yang memang ingin diwujudkan oleh syar’i. (2) Maslahah itu harus 
masuk akal (rationable), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran 
rasional, yang seandaianya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat 
diterima.  
Berdasarkan beberapa pandangan ulama diatas, dapat diberikan 
kesimpulan bahwa maslahah harus sesuai dengan kehendak syara’ dan atau tidak 
bertentangan dengan dalil-dalil syara’, bukan hanya sesuai pada akal rasionalitas 
atau nafsu manusia saja. Maslahah harus mendatangkan manfaat dan menghindari 
mafsadat atau kerugian/kerusakan bagi umat, baik pada segi jasmani maupun 
rohani, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat.Maslahah harus berlaku untuk 
umum, baik itu pribadi maupun semua orang.  
B. Grand Theory 
Dalam penelitian ini, teori transparansi sangat tepat untuk diterapkan 
dalam peneltianini. Teori transaparnsi/keterbukaan mengisyaratkan bahwa 
nasabah atau pihak yangmenggunakan jasa bank butuh adanya 
transaparnsi/keterbukaan. Pihak bank wajib menerapkan transparansi informasi 
mengenai produk bank seperti nama produk bank, jenisproduk bank, manfaat dan 
risiko yang melekat pada produk bank, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan 
produk bank tersebut. 




terkait dengan transparansi berupa pencatatan transaksi seberapa besar jumlah 
pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh nasabah, hal tersebut bertujuan untuk 
menumbuhkan sikap percaya antara bank dengan nasabah sehingga nasabah 
menggunakan jasa dari bank tersebut. 
C. Pembiayaan Murabahah 
1. Pengertian Pembiayaan Murabahah 
Menurut Tarek Al-Diwany, sebagaimana dikutif oleh Sjadeini .,Istilah 
pembiayaan pada intinya berarti I Belive, I Trust, “saya percaya” atau “saya 
menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust), 
berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mall menaruh kepercayaan kepada 
seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut terus 
digunakan dengan benar adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat 
yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. 
Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 
meminjam antara bank/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang 
mewajibkan imbalan atau bagi hasil, termasuk pemberian surat berharga customer 
yang dilengkapi dengan note purchasing agreement (NPA) dan pengambilan 
tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang. 
Murabahah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang 
dilakukan dengan mengambil bentuk transaksii jual-beli (ba’iatau sale). Namun 
murabahah bukan transaksi jual beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual 




perbankan syariah. Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian 
barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih 
dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikian barang itu secara 
yuridis berada ditangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada 
nasabah dengan menambahkan suatu mark-up/margin atau keuntungan dimana 
nasabah harus diberi tahu oleh bank berapa harga beli bank dari pemasok dan 
menyepakati berapa besar mark up/margin atau keuntungan yang ditambahkan ke 
atas harga beli bank tersebut. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank 
kepada nasabah dilakukan atas dasar cost-plus profit (Sjahdeini, 2014) 
Undang Undang No. 21 tentang perbankan syariah memberikan definisi 
tentang murabahah dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf d, Akad murabahah 
adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada 
pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan 
yang disepakati. 
2. Landasan Syariah Murabahah 
a. Al-qur’an 
a) QS. Al-Baqarah, ayat: 275 
ۡيَطَُٰن ِمَن  ِي َيَتَخبذُطُه ٱلشذ اْ ََّل َيُقوُموَن إَِّلذ َكَما َيُقوُم ٱَّلذ َِبوَٰ ُكلُوَن ٱلر 
ۡ
ِيَن يَأ ٱَّلذ
 ِّۚ ِ  ٱلَۡمس 
Terjemahnya: 
 “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 





Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa yang dilarang oleh Allah 
adalah Riba sedangkan jual beli adalah halal. Proses jual beli adalahaktivitas yang 
sering sekali kita lakukan. Untuk itu, proses ini harus dilakukan dengan adil, 
seimbang, terbuka dan tidak menghalangi keuntungan orang lain. Perniagaan 
bertujuan agar sama-sama untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia. Untuk itu, 
prinsip dasar ekonomi islam adalah menghindari riba karena haram dan 
melakukan jual beli sebagai transaksi ekonomi yang halal dan diperbolehkan oleh 
Allah SWT. 
b) QR. An-nisa, ayat:29 
ن تَُكوَن 
َ









ِنُكۡمِّۚ َوََّل َتۡقُتلُٓواْ أ َ ََكَن بُِكۡم رَِحيٗما  تَِجََٰرةً َعن تََراٖض م    إِنذ ٱَّللذ
Terjemahnya:  
“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan batil (tidak benar), 
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela 
diantaramu... ” (Q.S An-Nisa: 29) 
 
Lafaz tijaratan dapat pula dibaca tijaratun, ungkapan ini merupakan 
bentuk istisna monqoti’, seakan-akan dikatakan. “janganlah kalian menjalankan 
usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan tetapi berniagalah menurut 
peraturan yang diakui oleh syariat, yaitu perniagaan yang dilakukan suka sama 






Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasullullah SAW bersabda, “sesungguhnya jual 
beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan 
dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). 
 
“Rasullullah Saw bersabda, “Terdapat tiga hal yang mengandung berkah: jual 
beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum 
dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu 
Majah).( M. Ali Hasan, 2004) 
 
Dalam jual beli, dibolehkan memilih akan melanjutkan jual beli atau 
akan membatalkannya. Karena terjadinya suatu hal, khiar dibagi menjadi 3 
macam berikut ini: 1. Khiar majelis, artinya antara penjual dan pembeli boleh 
memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya, selama keduanya 
masih ada dalam satu tempat (majelis), Khiar majelis dapat dilakukan dalam 
berbagai jual beli. 2. Khiar syarat, yaitu penjualan yang didalamnya disyaratkan 
sesuatu yang baik oleh penjual maupun pembeli, seperti seorang berkata, “saya 
jual rumah ini dengan harga Rp. 100.000.000,- dengan syarat khiar selama 3 hari”. 
3. Khiar aib, artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda 
yang akan dibeli, seperti orang berkata, “saya beli mobil ini seharga sekian, bila 
mobil ini cacat akan saya kembalikan”. (Hendi, 2008:84) 
3. Jenis Murabahah 
Ada dua jenis murabahah dalam perbankan syariah diantaranya sebagai 
berikut (Herman, 2015):  
a. Murabahah dengan pesanan (murabahah to the purchase order)  







dengan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada 
pemesanan dari pembeli. Hal ini dikarenakan untuk menghindari 
persediaan barang yang menumpuk dan tidak efisien, sehingga proses 
pengadaan barang dipengaruhi oleh proses jual (Wiroso, 2011) 
Gambar 2.1 Skema Murabahah dengan pesanan 













 Sumber data: Wiroso 2011 
 
Keterangan: 
(1) Melakukan akad Murabahah 
(2) Penjual memesan dan membeli pada supplier produsen 
(3) Barang diserahkan dari produsen 
(4) Barang diserahkan pada pembeli 
(5) Pembayaran dilakukan oleh pembeli 
b. Murabahah tanpa pesanan, murabahah jenis ini tidak mengikat 
Wiroso (2011) Penjual dengan murabahah tanpa pesanan melakukan 
pengadaan barang tanpa adanya pemesan atau pembelian dari pelanggan 
dan perhatian utama dari pengadaan persediaan ini adalah pemenuhan nilai 




biaya pengiriman dan termasuk kelangkaan barang. 
Gambar 2.2 Skema Murabahah tanpa pesanan 
 
 Sumber data :Wiroso 2011 
 
Keterangan: 
(1) Melakukan akad murabahah 
(2) Barang diserahkan kepada pembeli 
(3) Pembayaran dilakukan oleh pembeli 
 
4. Rukun dan Syarat Murabahah 
a. Rukun Jual Beli Murabahah 
Menurut Widodo (2015) rukun transaksi murabahah, yaitu: 
1) Penjual (Ba’i). Penjual dalam hal ini adalah lembaga keuangan 
Syariah, dapat berupa Bank Syariah, BPRS, BMT yang disebut 
juga dengan istilah KJKS. 
2) Pembeli (Musytari) pembeli yang dimaksud disini adalah nasabah, 
baik berlaku sebagai pembeli ataupun selaku dagang. Para pihak 
yang berakad dipersyaratkan harus cakap menurut hukum. Dalam 
pengertian hukum syara’ harus sudah baliqh, dan dalam kaitannya 
dengan hukum perdata sebagai hukum positif, yang bersangkutan 




3) Barang yang menjadi objek jual-beli (Mabi’). Barang-barang yang 
menjadi objek jual-beli dipersyaratkan harus jelas dari segi sifat, 
jumlah, jenis yang akan diperjualbelikan termasuk halalan 
thoyiban, dan tidak tergolong pada barang yang haram atau ang 
mendatangkan mudharat. Selain itu sifat barang harus bernilai. 
Objek murabahah dipersyaratkan telah menjadi milik dan dalam 
penguasaan si penjual. Kepemilikan mana bisa bersifat 
faktual/fisikal, dapat pula bersifat konstruktif. Menurut DSN, bank 
atau BMT harus memiliki terlebih dahulu aset yang dijualkan 
kepada nasabah. 
4) Harga barang (tsaman). Harga barang dan keuntungan harus 
disebutkan secara jelas jumlahnya dan dalam mata uang apa 
(rupiah atau mata uang/valuta asing). Demikian juga cara 
pembayarannya, apakah harus dibayar secara tunai atau tangguh. 
Jika dibayar secara tangguh haruslah jelas waktunya berapa lama, 
dan waktu pembayarannya. Dalam konteks pembiayaan, harga jual 
barang adalah batas maksimal pembiayaan yang disebut plafon 
atau limit. 
5) Kontrak/akad (sighat/ijab kabul). Kontraknya dalam praktek dapat 
dibuat secara tertulis dibawah tangan, namun bisa pula dibuat oleh 
dan dihadapan notaris (secara notarial), perjanjian notarial adalah 
perjanjian otentik. Dibandingkan perjanjian dibawah tangan, 




pembuktian lagi, sementara perjanjian dibawah tangan tidak 
demikian. 
 
b. Syarat Jual Beli Murabahah 
Menurut Rifa’i (2004) yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli 
murabahah ini diantaranya adalah: 
1) Harus digunakan untuk barang-barang yang halal, barang najis tidak 
sah diperjualbelikan dan barang bukan larangan Negara 
2) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah 
3) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan 
4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas 
barang sesudah pembelian 
5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang 
 
D. PSAK NO. 102 Tentang Murabahah 
Dalam transaksi murabahah ada beberapa hal yang harus diperhatikan 
agar transaksi yang dilakukan berjalan sesuai dengan syariah. Ketentuan 
ketentuan tersebut dikeluarkan berdasarkan fatwa dari Dewan Pengawas Syariah 
(DSN) yang tertuang dalam PSAK No. 102, yaitu: 




a) Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpapesanan. 
Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan 
pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli. 
b) Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak 
mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam 
murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan 
pesannya. Jika asset murabahah yang telah dibeli oleh penjual 
mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan. 
c) Kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan 
penjual dan akan mengurangi nilai akad. 
d) Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan 
sebesar biaya perolehan. 
e) Jika terjadi penurunan nilai setelah perolehan untuk aktiva dalam 
murabahah pesanan mengikat, maka penurunan nilai tersebut diakui 
sebagai beban dan mengurangi nilai aset. 
f) Jika terjadi penurunan nilai setelah perolehan untuk aktiva dalam 
murabahah pesanan tidak mengikat, maka aktiva murabahah dinilai 
berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi 
mana yang lebih rendah. 
2. Pembayaran murabahah 
a) Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. 




padasaat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran 
dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. 
b) Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan 
biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon 
sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli. 
3. Uang muka 
Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti 
komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian 
pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah disepakati. Jika akad 
murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah 
dikurangi kerugian ril yang ditanggung oleh penjual. 
 
4. Piutang Murabahah dan keuntungan Murabahah 
a) Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar 
biayaperolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. 
b) Keuntungan murabahah diakui saat penyerahan aset murabahah 
c) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil 
ditagih dari piutang murabahah. 
d) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. 
5. Potongan  
Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli 
yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati 
diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Potongan angsuran 




a) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, 
maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. 
b) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, 
maka diakui sebagai beban. 
6. Denda  
Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya 
sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana 
kebajikan. 
7. Keuntungan Murabahah 
a) Pada saat terjadinya akad murabahah jika dilakukan secara tunaiatau 
secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi 
satu periode laporan keuangan atau 
b) Selama periode akad secara proporsional jika akad melampui satu 
periode laporan keuangan. 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 merupakan 
standard yang mengatur tentang pembiayaan murabahah yang meliputi: 
1. Pengakuan dan Pengukurana.  
a) Akuntansi untuk penjual 
Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar 
biaya perolehan. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah 
sebagai berikut: 
I. Jika murabahah pesanan mengikat, maka: 




b. Jika terjadi penurunan nilai aset karena using, rusak, atau 
kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan 
nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. 
II. Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak 
mengikat, maka: 
a. Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang 
dapat direalisasikan, mana yang lebih rendah; dan 
b. Jika nilai bersih yang dapat direalisasikan lebih rendah 
daribiaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai 
kerugian. 
Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai: 
a. Pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi 
sebelum akad murabahah; 
b. Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad 
murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak 
pembeli; 
c. Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad 
murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual; dan 
d. Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah 
dan tidak diperjanjikan dalam akad. 
Keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya penyerahan 
barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak 




risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk 
transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Potongan pelunasan piutang 
murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat 
waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai 
pengurang keuntungan murabahah. Denda dikenakan jika pembeli 
lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai akad, dan denda yang 
diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. 
b) Akuntansi untuk pembeli akhir 
Hutang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui 
sebagai hutang murabahah sebesar harga beli yang disepakati 
(jumlahyang wajib dibayarkan). Aset yang diperoleh melalui 
transaksimurabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. 
Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai 
diakui sebagai beban murabahah tangguhan. 
Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional 
dengan porsi hutang murabahah. Diskon pembelian yang diterima setelah 
akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah 
diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan. Denda yang 
dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan 
akad diakui sebagai kerugian. Potongan uang muka akibat pembeli akhir 
batal membeli barang diakui sebagai kerugian. 
2. Penyajian 




direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan 
kerugian piutang. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai 
pengurang (contra account) piutang murabahah. Beban murabahah 
tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) hutang 
murabahah. 
 
3. Pengungkapan  
Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi 
murabahah, tetapi tidak terbatas pada: 
a) Harga perolehan aset Murabahah 
b) Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai 
kewajiban atau bukan; dan 
c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101: penyajian 
Laporan Keuangan Syariah 
Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi 
murabahah, tetapi tidak terbatas pada: 
a) Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah 
b) Jangka waktu murabahah tangguh 
c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian 
Laporan Keuangan Syariah. 
E. Rerangka Pikir 
Rerangka Berpikir merupakan sebuah model atau juga gambaran yang 




antara variabel yang satu dengan varibel yang lainnya. kerangka berfikir ini 
adalah suatu model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan itu 
dengan segala macam faktor yang telah atau sudah diidentifikasi yakni 
sebagai masalah yang penting. Penelitian ini sendiri merupakan penelitian 
yang dilakukan pada perbankan syariah dengan objek penelitian pembiayaan 
rumah dengan menggunakan akad murabahah. Dimana akhir penelitian ini 
yaitu untuk mengetahui apakah praktik pembiayaan murabahah sesuai dengan 
kemashlahatan dan PSAK 102. Berikut disajikan rerangka pikir dari 

























PSAK 102 tentang 
Akad Murabahah 
Mashlahah 







A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut 
Moleong (2013: 9) penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan 
menggunakan metode seperti wawancara, observasi dan penelaahan dokumen, 
sehingga data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata bukan 
angka. Menurut Burhan pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada 
prinsip-primsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada 
dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial 
budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang berangkutan 
untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 
deskriptif yaitu menunjukan jika tujuan penelitian adalah memberikan penjelasan 
secara terperinci serta mendalam mengenai suatu masalah sosial yang dapat 
dijadikan sebagai objek penelitian.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 
metode penelitian kualitatif untuk menganalisis terkait pembiayaan 
murabahahpada Bank Mandiri Syariah cabang Panakkukang. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dilakukan di Kantor PT. Bank BNI Syariah Cabang 
utama, Kota Makassar yang beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 140 
Kelurahan Mario Kecamatan Mariso Makassar Sulawesi Selatan. Penelitian ini 
berlangsung selama 10 hari. Proses pengumpulan data berlangsung selama 2-3 




B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi Fenomenologi 
adalah pendekatan yang dimulai oleh Edmund Husserl dan dikembangkan oleh 
Martin Heidegger untuk memahami atau mempelajari pengalaman hidup manusia. 
Pendekatan ini berevolusi sebuah metode penelitian kualitatif yang matang dan 
dewasa selama beberapa dekade pada abad ke dua puluh. Fokus umum penelitian 
ini untuk memeriksa/meneliti esensi atau struktur pengalaman ke dalam kesadaran 
manusia (Tuffour: 2017). 
Definisi fenomenologi juga diutarakan oleh beberapa pakar dan peneliti 
dalam studinya. Menurut Alase (2017) fenomenologi adalah sebuah metodologi 
kualitatif yang mengizinkan peneliti menerapkan dan mengaplikasikan 
kemampuan subjektivitas dan interpersonalnya dalam proses penelitian 
eksploratori. 
C. Jenis dan Sumber data 
Data subjek adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Data 
subjek merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan tanpa 
melalui perantara. Data subjek yang dimaksud berupa opini dan sikap yang 
diungkapkan oleh informan sesuai dengan topic yang dibahas dalam penelitian ini. 
Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 
1. Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara 
mendalam (indepth interview)sesuai dengan pedoman wawancara yang telah 
disiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan secara bebas dengan 




rangka mendapatkan informasi yang apa adanya. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data suatu objek yang diperoleh dari pihak lain. 
Data sekunder, yaitu data yang mendukung keterangan atau kelengkapan 
data primer. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
jurnal-jurnal, buku-buku yang mendukung pada permasalahan, dan kitab 
suci Al-quran yang menjadi bahan rujukan atau bukti pendukung atas 
temuan pada data primer.  
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standart 
untuk memperoleh data yang diperlukan (Sarwono 2006). Metode pengumpulan 
data sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, sangat tergantung pada model 
kajian dan instrument penelitian yang mengumpulkan fakta-fakta sosial dapat 
dilakukan dengan menggunakan berbagai instrument penelitian. Adapun 
instrument pengumpulan data pada penelitian adalah : 
1. Observasi 
Sugiyono (2014:78), observasi atau yang disebut pengamatan meliputi 
kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dan lebih banyak 
menggunakan salah satu dari pancaindra yaitu indra penglihatan. 
Observasi akan lebih efektif jika informasi yang hendak diambil berupa 
kondisi atau fakta alami, tingkah laku dan hasil kerja responden dalam 
situasi alami. 
2. Wawancara  




tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 
pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga 
apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 
mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan 
tentang diri sendiri atau self – report atau setidak-tidaknya pada 
pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Metode wawancara yang 
digunakan adalah indepth interview sehingga peneliti menggunakan daftar 
wawancara yang telah dibuat. 
3. Dokumentasi 
Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa pada teknik ini, peneliti 
dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber 
tertulis atau dokumen yang ada pada responen atau tempat. Proses 
mendokumentasikan data-data penelitian merupakan sebuah langkah untuk 
memback-up informasi yang telah didapatkan. Dokumentasi ini dapat 
berbentuk file foto, video, atau file rekaman wawancara yang dapat diakses 
dari server atau database yang dibuat sendiri atau terpublikasi di situs-situs 
yang kredibel. Selain itu, catatan-catatan kecil saat wawancara yang dibuat 
oleh peneliti juga dapat dikategorisasikan sebagai bentuk dokumentasi. 
4. Studi Pustaka 
Studi pustaka merupakan sebuah proses di mana peneliti menghimpun 
informasi-informasi penunjang dari berbagai sumber kredibel. Informasi-
informasi ini dapat diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian, literatur singkat, 





5. Internet Searching  
Merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan 
berbagai  tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi 
referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori 
berkaitan masalah yang diteliti. 
 
E. Informan Peneliti 
Tabel 3.1 Informan Peneliti 
No. Nama Informan Instansi Jabatan 
1. Andi Wyna Handayani BNI Syariah KCU 
Makassar 
 Consumer 
Processing Head  
BNI Syariah KCU 
Makassar  
2. Fadlan BNI Syariah KCU 
Makassar 
Sales Head  BNI 
Syariah KCU 
Makassar 
3. Winda BNI Syariah KCU 
Makassar 
Sales Assistant BNI 
Syariah KCU 
Makassar 
Sumber : Data olahan peneliti 
 
F. Instrumen Penelitian 
Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa instrumen penelitian adalah suatu 




pengumpulan informasi di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi 
instrument penelitian Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. 
Peneliti mencari informasi yang relevan dengan penelitian dari berbagai sumber 
seperti jurnal-jurnal penelitian, artikel, buku, data dari internet, dan sumber 
referensi lainnya. Informasi yang telah didapatkan kemudian diolah menjadi data 
penelitian. Selain itu, peneliti juga harus menyediakan perlengkapan seperti alat 
tulis, recorder, dan hal-hal lain yang kiranya dapat menunjang penelitian. 
 
G. Metode Analisis Data 
Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses dan 
menganalisis data yang telah dikumpulkan. Tujuan utama analisis data adalah 
menyediakan infromasi untuk pemecahan masalah (Kuncoro, 2013: 197). Metode 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 
kualitatif. Peneliti akan membangaun kesimpulan penelitian dengan 
mengabstraksikan data-data empiris yang dikumpulkan dari lapangan dan mencari 
pola-pola yang terdapat dalam data-data tersebut. Analisis data dilakukan secara 
paralel selama penelitian (tanpa menunggu penelitian selesai seluruhnya). Analisis 
data dianggap selesai dilaksanakan apabila peneliti merasa telah mencapai titik 
jenuh profil data dan menemukan pola aturan yang dicari. Analisis data dilakukan 
dengan beberapa langkah berikut: Pengumpulan data-data penelitian, transkrip 
data, analisis data, triangulasi, dan penyimpulan akhir. Adapun tahap analisis data 
kualitatif dengan menggunakan interactive analysis model (model analisis 
interaksi), yaitu:  




Reduksi data dilakukan dengan cara memilah atau 
merangkuminformasi yang penting dan diperlukan dalam penelitian. 
Reduksi datadilakukan karena banyaknya informasi yang diperoleh dari 
lapangan, sehinggaharus dilakukan penyederhanaan agar memudahkan 
peneliti dalammenganalisis data. 
2. Penyajian Data (Data Display) 
Langkah selanjutnya setelah menganalisis data adalah bagaimana 
menyajikan data agar terorganisir dan mudah untuk dipahami. Penyajian 
data penelitian kualitatif dapat disajikan dalam bentuk bagan, uraian singkat, 
hubungan antar-kategori, flowchart,dan sejenisnya. Penyajian data juga 
dapat membantu memahami apa yang terjadi dan merencanakan tahapan 
selanjutnya yang harus dilakukan. 
3. Kesimpulan/Verifikasi (Verification) 
Analisis selanjutnya adalah menarik kesimpulan atau memverifikasi 
hasil analisis data. Hal ini sangat terkait dengan kuantitas data data lapangan 
dan pengkodean yang dilakukan oleh peneliti. Kesimpulan-kesimpulan yang 
ada juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi tersebut 
dapat berupa mengingat kembali apa yang telah dilakukan selama penelitian 
berlangsung secara singkat untuk meninjau ulang catatan-catatan lapangan. 
 
H.   Uji Keabsahan Data 
Kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan dalam penelitian 
sangat penting. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendekatan filosofis dan 




dilakukan melalui empat uji, yaitu credibility (validitas internal), transferbility 
(validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (objektivitas). 
Adapun penelitian ini hanya menggunakan dua uji yang paling sesuai, yaitu 
credibility dan dependability. Alasan digunakannya empat uji ini adalah untuk 
menjamin kualitas data yang ditemukan di lapangan. 
1. Uji Kredibilitas 
Uji kredibilitas disebut juga dengan uji validitas internal pada 
penelitian kualitatif, dimana kredibilitas ini dapat dicapai dengan 
kemampuan peneliti untuk berbaur dengan responden dalam waktu lama 
dengan terus melakuakn konfirmasi-konfirmasi (Afiyanti, 2008). Data yang 
valid dapat Triangulasi Ini merupakan teknik yang mencari pertemuan pada 
satu titik tengah informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan 
pembanding terhadap data yang telah ada.  
a) Triangulasi Sumber data, yaitu menguji kredibilitas data dilakukan 
dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 
sumber. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan 
dikategorisasikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari berbagai 
sumber tersebut. Peneliti akan melakukan pemilahan data yangsama 
dan data yang berbeda untuk dianalisis lebih lanjut.  
b) Triangulasi metode, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu 
melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain 
melalui sumber data utama yaitu annual report, peneliti bisa 
menggunakan sumber data pendukung lainnya seperti berita-berita 




masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang 
selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula 
mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan 
melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran 
handal. 
c) Triangulasi teori, yaitu  hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah 
rumusan informasi. Informasi yang diperoleh akan dibandingkan 
dengan teori etika kebijakan dan konsep teori prospek. Hal ini 
dilakukan untuk memperoleh kesimpulan yang sifatnya tidak bias.  
 
2. Uji Dependabilitas 
Uji realibilitas penelitian kualitatif dikenal dengan uji 
dependabilitas. Uji ini merupakan ujian atau pertimbangan keilmiahan 
suatu penelitian kualitatif. Pertanyaan mendasar berdasarkan isu 
realibilitas adalah terkait konsistensi hasil temuan ketika dilakukan oleh 
peneliti yang berbeda dan dalam kurun waktu yang berbeda pula, tetapi 
dilakukan dengan metode dan interview script yang sama (Afiyanti, 2008). 
Dependabilitas yang tinggi dapat dicapai dengan melakukan tindakan 
terstruktur yang memungkinkan peneliti lain menemukan hasil yang sama 
terhadap penelitian serupa. Adapun uji dependabilitas yang digunakan 
adalah uji konsistensi, yang dapat diukur dengan melihat apakah interview 
scripts yang digunakan peneliti dapat menghasilkan jawaban/hasil yang 








1. Sejarah Bank BNISyariah 
 Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan 
sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu 
adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat 
terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada 
Undang- undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 
didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di 
Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya 
UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor 
Cabang Pembantu. 
 Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di 
Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 
1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam 
pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan 
kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) 
yang saat ini diketuai oleh KH.Ma‟ruf Amin, semua produk BNI Syariah 
telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturansyariah. 
Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 
12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha 
kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI 




dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 
Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah 
(BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor 
eksternal berupa aspek regulasiyang kondusif yaitu dengan diterbitkannya 
UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan 
UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen 
Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan 
kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin 
meningkat. 
PT Bank BNI Syariah didirikan dengan Akta Pendirian No. 160 
tanggal 22 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., 
sebagaipengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut 
telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia No. AHU-15574.AH.01.01 tahun 2010 tanggal 25 
Maret 2010 yang telah diubah dengan Akta No. 226 tanggal 29 Juni 2010 
yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-20149 tahun 2010 
tanggal 6 Agustus 2010 yang telah diubah dengan Akta No. 41 tanggal 25 
September 2013 yang laporannya telahditerima dan dicatat oleh Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 
AHU58699.AH.01.02tahun 2013 tanggal 14 November 2013, kemudian 
diubah dengan Akta No. 53 tanggal 29 September 2014 yang laporannya 




Republik Indonesia No. AHU-068781.40.21 tahun 2014  tanggal 29 
September 2014, yang telah diubah dengan Akta No. 4 tanggal 9 September 
2015 yang laporannya telah diterima dan dicatat olehMenteri. 
Bank BNI Syariah merupakan bank umum syariah hasil pemisahan 
Unit Usaha Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“UUS BNI”) 
dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“Bank BNI”). Proses  
pendiriannya telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
Bank BNI tanggal 5 Oktober 2009, yang diaktakan dengan Akta No. 37 dari 
Notaris Fathiah Helmi, S.H. Pemisahan dilakukan dengan mengacu kepada 
Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. 
Pendirian tersebut dilakukan dengan izin Bank Indonesia melalui dua tahap, 
yaitu persetujuan izin prinsip dan izin usaha. Pada tanggal 8 Februari 2010, 
Bank telah mendapatkan izin prinsip dari Bank Indonesia untuk 
melaksanakan pemisahan UUS BNI berdasarkan surat No. 12/2/DpG/Dpbs. 
Pemisahan UUS BNI dilakukan dengan Akta Pemisahan No. 159 tanggal 22 
Maret 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti 
Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Pada tanggal 21 Mei 2010, Bank 
memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan 
Gubernur Bank Indonesia No.12/41/KEP.GBI/2010. Selanjutnya pemisahan 
terjadi secara efektif pada tanggal 19 Juni 2010 dan pertama kalinya Bank 
memulai kegiatan usaha, sebagaimana yang dilaporkan kepada Bank 
Indonesia dengan surat No. Dir/1/03 tanggal 19 Juni 2010 perihal Laporan 




Bank menjalankan kegiatan operasional sebagai bank devisa 
dimulai pada tanggal 9 Juli 2010 berdasarkan Salinan Surat Keputusan 
Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 12/5/KEP.DpG/2010 tertanggal 9 Juli 
2010. Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian Bank, maksud dan tujuan Bank 
BNI Syariah sebagai bank umum syariah hasil pemisahan yaitu 
menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah sesuai 
dengan ketentuan dalam peraturan perundangundangan yangberlaku. 
Kantor pusat Bank berlokasi di Gedung Tempo Pavilion 1 Jl. H.R 
Rasuna Said Kav. 11, Jakarta. Pada tanggal 31 Desember 2017, Bank 
memiliki 68 (enam puluh delapan) Kantor Cabang Syariah (KCS) dan 171 
(seratus tujuh puluh satu) Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS), yang 
seluruhnya berlokasi di Indonesia (tidakdiaudit). 
Salah satu kantor cabang Bank BNI Syariah adalah Bank BNI 
Syariah Cabang Makassar yang didirikan pada tahun 2011 beralamat di Jl. 
Pettarani kopleks Ruko Bisnis Center. Seiring dengan pertumbuhan 
ekonomi di kota Makassar yang semakin pesat Pada tanggal 22 Mei 2017 
Bank BNI Syariah Cabang Makassar membuka kantor di Jl. Sam Ratulangi 
Makassar dan merelokasi kantor cabang ke kantor baru tersebut. Dengan 
adanya kantor baru ini diharapkan dapat meningkatkan kualiataspelayanan. 
2. Visi danMisi 
a. Visi 
Visi PT Bank BNI Syariah adalah menjadi bank syariah 




b. Misi PT Bank BNISyariah 
1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli 
kepada kelestarianlingkungan 
2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa 
perbankan syariah 
3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagiinvestor 
4) Menciptakan wahana terbaik sebagai  tempat 
kebanggaanuntuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai 
perwujudanibadah 
5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yangamanah 
3. BudayaKerja 
Budaya kerja merupakan pedoman yang telah disepakati dan 
tertanam pada seluruh karyawan PT Bank BNI Syariah yang menjadi 
acuan dalam berperilaku dalam rangka mencapai visi dan misi PT Bank 
BNI Syariah. PT. Bank BNI Syarian menguraikan budaya kerja sebagai 
berikut: 
a. Amanah: 
1) Jujur dan tepatijanji 
2) BertanggungJawab 
3) Bersemangat untuk menghasilkan karyaterbaik 
4) Bekerja ikhlas dan mengutamakan nilaiibadah 






1) Peduli dan berani memberi maupun menerima umpan 
balikyangkonstruktif 
2) Membangun sinergi secaraprofessional 
3) Membagi pengetahuan yangbermanfaat 
4) Memahami keterkaitan proseskerja 
5) Memperkuat kepemimpinan yangefektif 
4. Struktur Organisasi 
Struktur Organisasi adalah kerangka dasar yang mempersatukan 
fungsi-fungsi suatu perusahaan yanng mengakibatkan timbulnya 
hubungan- hubungan antara personil yang melaksanakan fungsi atau 
tugas masing- masing. Selain itu struktur organisasi merupakan 
gambaran tentang pembagian tugas dan wewenang, tanggungjawab serta 
memperjelas bidang- bidang tiap personil sehingga tercapai tujuan 
perusahaan dan tercipta lingkungan yang baik secara keseluruhan dalam 
lingkungan perusahaan tersebut. Pencapaian sasaran suatu perusahaan 
dalam menjalankan kegiatan operasional sangat tergantung pada 
strukturorganisasi yang dibuat secara efektif dan efisien. 
Adapun Struktur organisasi pada PT Bank BNI Syariah 










PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar 
sumber data: BNI Syariah KCU Makassar 
5. UraianTugas 
Adapun tugas dan wewenang karyawan PT Bank BNI Syariah 
Cabang Makassar berdasarkan gambar struktur organisasi di atas adalah 
sebagai berikut: 
1. BranchManager 
a. Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha, tujuan 
yang akan dicapai, strategi dan rencana programpelaksanaan. 


































































langsung unit-unit kerja menurut bidang tugasnya (pelayanan 
nasabah, pengembangan dan pengendalian usaha serta 
pengelolaan operasional dan administrasi) di area/wilayah 
kerjanya sejalan dengan sistem dan prosedur yangberlaku. 
2. OperationalManager 
Memberi dukungan kepada Branch Manajer dan bekerja sama 
dalam hal: 
a. Menyusun rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha dan 
penetapan target pelayanan dan tujuan-tujuan lain yang 
akandicapai. 
b. Mengorganisasikan serta mengelola SDM yang ada di unit 
Costumer Service, Financial Administration dan backoffice. 
3. BusinessManager 
a. Merumuskan strategi pemasarancabang. 
b. Memastikan tercapainya target pembiayaancabang. 
c. Memastikan tercapainya target pendanaancabang. 
d. Memastikan tercapainya target fee based incomecabang. 
e. Memastikan kelayakan nota analisapembiayaan. 
f. Memastikan kualitas aktiva produktif dalam kondisi 
terkendali dan pelaksanaan pengawalan terhadap seluruh 
nasabahcabang. 





h. Memastikan ketepatan pembiayaan seluruh kewajiban 
nasabah cabang 
i. Memastikan implementasi standar pelayanan prima terhadap 
nasabah prioritas 
4. Costumer Service Head(CSH) 
a. Teller 
Memproses transaksi keuangan dan non keuangan terkait 
rekening dana di cabang 
b. CostumerService 
Memproses pembukaan dan penutupan rekening ( dana, giro, 
tabungan, deposito, dan lain-lain) 
5. Financial Administration Head(FAH) 
a. Menyusun akadpembiayaan 
b. Proses pengikatan akadpembiayaan 
6. Back Officer Head(BOH) 
a. OperationalAssistant 
1) Pembukuan transaksicabang 
2) Proses transaksikliring 
3) Pengelolaan daftar hitamnasabah 
b. AdministrationAssistant 






Pengelolaan aktivitas pemasaran yang dilakukan petugas sales 
assistant 
b. FundingOfficer 
Memasarkan produk dana dan jasa pada nasabah 
8. Sub BusinessManager 
Unit pembantu pimpinan cabang dalam mencari dan mengelola 
dana dan pembiayaan. 
9. Consumer Processing Head(CPH) 
Melakukan analisis terhadap nasabah yang akan melaksanakan akad 
pembiayaan 
10. SME FinancingHead 
Memasarkan produk bagian pembiayaan produktif (investasi) 
B. Hasil Penelitian 
1. Analisis mekanisme praktik akad pembiayaan murabahah’ pada PT Bank 
BNI Syariah Cabang UtamaMakassar 
PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar memiliki berbagai 
produk dan akad pembiayaan. Salah satu akad yang menjadi unggulan 
adalah pembiayaan murabahah. PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar 
menerapkan pembiayaan murabahah berdasarkan pesanan yang sifatnya 
mengikat dan diangsur. PT. Bank BNI Syariah tidak menerapkan 
pembiyaan murabahah tanpa pesanan mengingat bahwa bank sebagai 
lembaga pembiayaan bukan sebagai lembaga perdagangan yang harus 




PT Bank BNI Syariah melaksanakan praktik murabahah dengan 
sistem murabahah murni dan wakalah murabahah. Wakalah murabahah 
yang dimaksud adalah dimana pihak bank mewakilkan kepada nasabah 
untuk membeli barang yang diinginkan dari pihak ketiga sehingga secara 
prinsip barang tersebut merupakan milik bank. Kepemilikan barang 
secara prinsif dalam transaksi yang demikian secara syariah tidak 
dilarang mengingat bahwa rukun dalam jual beli diantaranya ada kedua 
belah pihak, ada barang dan harga yang disepakati dan ada ijab qabul 
tanpa harus ada bukti transaksi secara administrasi. Setelah barang 
tersebut diserahkan kepada nasabah maka terjadilah akad murabahah. 
Terkait dengan prosedurnya sendiri Ibu Wyna selaku Head Consumer 
Processing (HCP) menjelaskan bahwa: 
“Prosedurnya adalah nasabah yang berminat untuk mengajukan KPR 
di BNI Syariah mendatangi kantor cabang BNI Syariah terdekat atau 
bisa juga Apply melalui website www.bnisyariah.co.id kemudian 
mengajukan permohonan aplikasi pembelian rumah di BNI Syariah, 
melengkapi kelengkapan datanya. Kelengkapan data yang dimaksud 
dapat dilihat di Form aplikasi pembiayaan Griya Hasanah jika sudah 
terpenuhi bisa langsung mendatangi kantor BNI Syariah terdekat 
atau juga bisa menghubungi tenaga marketing BNI Syariah.” 
Pengajuan pembiyaan murabahah pada PT Bank BNI Syariah, 
barang yang diajukan harus jelas dan halal. Dan pemohon pembiayaan 
murabahah harus terdaftar sebagai nasabah di PT Bank BNI syariah. 
Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah pemohon 
pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut: 





c. Mempunyai penghasilan tetap dan mampumengangsur 
d. Memenuhi persyaratan berdasarkan penilaianbank 
e. Melengkapi dokumen sebagaiberikut: 
1) Fotokopi KTP pemohon dansuami/istri 
2) Pasfoto 4x6cm pemohon dansuami/istri 
3) Fotokopi surat nikah/cerai/pisah harta (jika pisahharta)
4) Fotokopi kartukeluarga 
5) Fotokopi surat WNI, surat keterangan ganti nama bagi 
WNIKeturunan 
6) Fotokopi NPWP (pembiayaan diatas (Rp. 50juta) 
7) Fotokopi rekening Koran/tabungan 3 bulanterakhir 
8) Asli slip gaji terakhir/surat keteranganpenghasilan 
9) Asli surat keterangan masa kerja dan jabatan 
terakhirdi perusahaan/instansi 
10) Neraca dan laba rugi/informasi keuangan 2 tahun terakhir ( bagi 
pengusaha danprofessional) 
11) Akte perusahaan, SIUP dan TDP (bagipengusaha) 
12) Fotokopi surat izin praktek profesi (bagiprofessional) 
13) Melengkapi dokumen kepemilikanjaminan: 
a. Fotokopi sertifikat &IMB 
b. Suratpesanan/penawaran 
c. Fotokopi bukti setoran PBBterakhir 




14) Denah lokasi rumahtinggal 
Berdasarkan berbagai Syarat yang telah diuraikan, Bapak Fadlan 
selaku KBP menerangkan; 
“Pelaksanaan pembiayaan murabahah ada beberapa skema bisa 
dibaca di skema sudah bisa dipahami yang dimana murabahah 
dengan akad jual beli. Yang pertama mitra atau nasabah bisa 
datang langsung ke bank bni syariah dan melakukakan 
permohonan pengajuan pembiayaan murabahah. Nantinya 
nasabah akan diberikan pemahanan lagi mengenai akad 
murabahah ini. Selain datang langsung nasabah juga bisa 
mengunjungi situs website resmi BNI Syariah dan kemudian 
mengajukan permohonan aplikasi pembelian rumah di BNI 
Syariah. Dan diminta untuk memenuhi kelengkapan data yang 
diperlukan.” 
Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi maka nasabah pemohon 
mengisi formulir pembiayaan murabahah yang disediakan kemudian 
menyerahkan dokumen-dokumen yang diatas dengan lengkap. Setelah 
ada persetujuan dari pihak bank, bank akan membeli barang dari pihak 
ketiga secara prinsif atau bank akan memberikan kuasa kepada nasabah 
untuk membeli barang tersebut yang dinginkan dari pihak ketiga. Akad 
wakalah akan berakhir pada saat penyerahan barang yang dibeli oleh 
nasabah diserahkan kepada bank dan selanjutnya terjadilah 
akadmurabahah. 
PT. Bank BNI Syariah mengakui piutang murabahah sebesar 
harga perolehan barang murabahah ditambah margin yang disepakati, 
pada saat akhir periode piutang murabahah diakui sebesar nilai bersih 
yang dapat direalisasikan yaitu piutang murabahah dikurang kerugian 




disajikan sebabagi pos lawan piutang murabahah. Diskon yang 
didapatkan pada saat pembelian barang murabahah langsung menjadi 
penguran harga barang tersebut tanpa ada pemisahan pencatatan. 
Pembayaran piutang murabahah dilakukan secara angsuran dengan 
menggunakan metode angsuran tetap selama waktu yang disepakati. 
Namun pembayaran agsuran dapat dilakukan pelunasan lebih awal dan 
pihak bank akan memberikan potongan kepada nasabah sebagai bentuk 
apresiasi walaupun tidak dicantumkan dalam akadperjanjian. 
Potongan angsuran merupakan pengurang keuntungan murabahah 
dan akan di tanggung oleh bank. Sedangkan terkait dengan denda, PT. 
Bank BNI Syariah merupakan satu satunya perbankan syariah yang tidak 
mengenakan denda hal ini berdasarkan keputusan Dewan Pengawas 
Syariah PT Bank BNI Syariah yang berasumsi bahwa denda merupakan 
tambahan yang dikhawatirkan menimbulkan riba. Adapun cara untuk 
menghindari keterlambatan pembayaran angsuran adalah memberikan 
pemahaman kepada nasabah tentang dosa apabila sengaja dan lalai dalam 
melunasi kewajiban. Selain itu dibutuhkan kerja keras petugas lapangan 










Mekanisme pengajuan pembiayaan murabahah pada Bank BNI KCU 
Makassar 
 Mekanisme pegajuan pembiayaan 
murabahah di PT. BNI Syariah KCU 
Makassar 
Akad pembiayaan Murabahah 
1. Pemohon minimal berusia 21 tahun, 
dan lunas pada saat usia pension  
2. Karyawan/professional/pengusaha 
(wiraswasta) 
3. Mempunyai penghasilan tetap dan 
mampu mengangsur 
4. Memenuhi persyaratan berdasarkan 
penilaian Bank 
5. Melengkapi dokumen sebagai berikut: 
a. Fotokopi KTP pemohon dan 
suami/istri 
b. Pasfoto 4x6 cm pemohon 
suami/istri 
c. Fotokopi surat nikah/cerai/pisah 
harta (jika pisah harta) 
d. Fotokopi kartu keluarga 




keterangan ganti nama bagi WNI 
keturunan 
f. Fotokopi NPWP (pembiayaan 
diatas Rp. 50 jt) 
g. Fotokopi rekening koran/tabungan 
3 bulan terakhir 
h. Asli slip gaji terakhir/surat 
keterangan penghasilan 
i. Asli surat keterangan masa kerja 
dan jabatan terakhir di 
perusahaan/instansi 
j. Neraca dan laba/rugi atau informasi 
keuangan 2 tahun terakhir (bagi 
pengusaha dan professional) 
k. Akte perusahaan, SIUP dan TDP 
(bagi pengusaha) 
l. Fotokopi surat izin praktek profesi 
(bagi professional) 
m. Melengkapi dokumen kepemilikan 
jaminan: 
1) Fotokopi sertifikat & IMB 
2) Surat pesanan/penawaran 





4) Rencana anggaran biaya 
(RAB) 
n. Denah lokasi rumah tinggal 
sumber data: hasil olahan data peneliti 2020 
2. Perlakuan dan pencatatan Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada 
PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Utama Makassar 
Dari transaksi syariah yang terjadi pada PT. Bank BNI Syariah 
maka ada beberapa Pencatatan akuntansi yang harus dilakukan terkait 
pembiayaan murabahah sebagaimana dijelaskan oleh ibu Wyna selaku 
HCP; 
“Untuk pelaporan keuangan BNI Syariah secara keseluruhan 
biasanya itu di publish setiap tahun oleh kantor pusat dan di 
publish di media-media nasional. Nah seperti media indonesia.  
Kemudian untuk metodenya sendiri, metode pencatatannya itu 
menggunakan PSAK 101 yang sebelumnya adalah PSAK 59 
sekarang digantikan oleh PSAK 101, adek mungkin bisa lebih 
banyak mengambil dari literatur, literasi, buku-buku ataupun bisa 
googling supaya lebih jelas apa itu PSAK 101.” 
Dari wawancara tersebut, ada beberapa hal yang bisa diuraikan 
sebagai berikut: 
a. Pada saat pencairanmurabahah 
Transaksi murabahah diawali ketika bank menyetujui 
permohonan pembiayaan murabahah oleh nasabah kepada pihak bank. 
Maka pada saat itu dilakukan pencairan dana untuk membeli barang 
murabahah dari pemasok kemudian menyerahkan kepada nasabah. 




(Dr). Persediaan Aktiva murabahah xxx 
(Kr). Hutang Syariah lainnya xxx 
(Dr). Piutang murabahah xxx 
(Kr) persediaan aktiva murabahah xxx 
 
b. Pada saat pembayaran atas pembelian aktivamurabahah 
Transaksi murabahah dapat dilakukan dengan wakalah 
murabahah maupun murabahah saja. 
Jika pihak bank sendiri yang langsung membeli barang murabahah 
kepada pihak ketiga (pemasok) maka jurnalnya sebagai berikut: 
(Dr). Utang syariah lainnya xxx 
(Kr). Rekening supplier xxx 
Jika nasabah yang secara langsung membeli barang dengan akad 
wakalah maka jurnalnya adalah sebagai berikut: 
(Dr). Utang syariah lainnya xxx 
(Kr). Rekening Nasabah xxx 
c. Pada saat pembayaran uangmuka 
Apabila nasabah memberikan uang kepada pihak bank sebagai 






(Dr). Rekening Nasabah xxx 
(Kr). Piutang murabahah xxx 
d. Pembayaranangsuran 
Jika pembayaran angsuran dilakukan pada saat tanggal jatuh 
tempo. Sehingga tidak mendapatkan potongan dari pihak bank. Maka 
jurnalnya sebagai berikut: 
 
(Dr). Rekening Nasabah xxx 
(Kr). Piutang murabahah xxx 
(Dr). Pendapatan margin murabahah yang 
ditangguhkan 
xxx 
(Kr) Pendapatan kas margin xxx 
(Dr). Pendapatan akrual margin murabahah xxx 
(Kr). Pendapatan kas margin xxx 
Nasabah dapat melakukan pembayaran angsuran lebih awal 
dari tangga jatuh tempo. bagi pihak bank hal ini sangat baik karena 
mengurangi beban pegawasan dan kemungkinan terjadinya piutang 
yang tidak tertagih serta mengurangi beban administrasi dimasa yang 
akan datang. Oleh sebab itu pihak bank memberikan apresiasi kepada 
nasabah yang demikian berupa potongan angsuran walaupun tidak ada 
dalam perjanjian awal. Potongan tersebut akan mengurangi piutang 




Pihak bank akan menjurnal transaksi pelunasan dini sebagai berikut: 
(Dr). Rekening Nasabah xxx 
(Kr). Piutang murabahah xxx 
(Dr).Pendapatan margin murabahah yang 
ditangguhkan 
xxx 
(Kr) Pendapatan kas margin xxx 
(Dr). Pendapatan akrual margin murabahah xxx 
(Kr). Pendapatan kas margin xxx 
(Dr). Pendapatan margin murabahah yang 
ditangguhkan 
xxxx 
(Kr). Piutang murabahah xxx 
e. Jika terjaditunggakan 
Apabila nasabah lambat membayar angsuran atau dalam hal ini 
terdapat tunggakan, pihak bank tidak memberikan denda pada 
nasabah seperti yang berlaku pada umumnya. Pihak bank akan 
mencatat reverse pembebanan margin sebagai berikut: 
(Dr). Pendapatan akrual margin murabahah xxx 
(Kr). Tagihan pendapatan margin 
murabahah 
xxx 
Pada saat nasabah membayar angsuran beserta tunggakannya maka 




(Dr). Rekening Nasabah xxx 
(Kr). Piutang murabahah xxx 
(Dr). Pendapatan margin murabahah xxx 
(Kr) Pendapatan kas margin murabahah xxx 
f. Penyajian danpengungkapan 
PT Bank BNI Syariah menyajikan piutang murabahah sebesar 
nilai bersih yaitu nilai piutang murabahah setelah dikurangi dengan 
cadangan penyisihan kerugian. Margin murabahah ditangguhkan 
disajikan sebagai pos lawan piutang murabahah. Penyajian piutang 
murabahah dapat ditampilkan seperti tebel berikut: 
Tabel 4.2 
Laporan Posisi Keuangan PT Bank BNI 
Syariah Tanggal 31 Desember2019 
Piutang murabahah setelah dikurangi pendapatan keuntungan 
yang ditangguhkan masing-masing sebesar Rp. xxx dan 



















PT Bank BNI Syariah menyajian pendapatan murabahah 
kedalam kategori pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai 
mudharib pada Laporan Laba Rugi Komprehensif sebagaimana 
disajikan dalam tabel berikut: 
Tabel 4.3 
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain PT Bank 
BNI Syariah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2016 
Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai 
Mudharib 
Pendapatan dari jual beli Pendapatan 
dari bagi hasil Pendapatan dari ijarah-






Sumber: PT Bank BNI Syariah 2019 
PT Bank BNI Syariah mengungkapkan hal yang terkait dengan 
transaksi murabahah sesuai PSAK No. 101 Tentang Penyajian Laporan 
Keuangan Syariah, namun PT Bank BNI Syariah tidak mengungkapkan 
secara terperinci harga perolehan persediaan murabahah. 
Untuk lebih memudahkan dalam memahami pencatatan 
akuntansi murabahah berikut ini contoh transaksi murabahah yang 






Sumber : Data diambil dari PT Bank BNI Syariah CabangMakassar 
a. Pada saat pencairan piutangmurabahah 
Pada tanggal 15 september 2018 bank
 mencairkanpiutang murabahah, jurnalnya sebagaiberikut: 
(Dr). Persediaan aktiva murabahah Rp. 400.000.000 
(Kr). Utang syariah lainnya Rp. 400.000.000 
(Dr). Piutang murabahah Rp. 400.000.000 




b. Pembayaran atas pembelian aktivamurabahah 
Pada tanggal 15 september 2018 bank melakukan pembelian 
Tanggalakhirangsuran : 5 September2016 
: 5 Oktober 2015 Tanggal awal angsuran 
: 13 september 2015 Tanggal pencairan 
: Rp. 31.645.833,- Angsuran/perbulan 
: Rp. 12 Bulan Jangka waktu 
: Rp. 50.000.000,- Uang Muka 
: Rp.429.750.000,- Harga Jual 
: Rp. 29.750.000.- Margin 
: Rp. 400.000.000,- Harga mesin 
: Murabahah dan wakalah Fasilitas 
: Tuan A Nama Nasabah 
15 september 2018 
6 oktober 2018 




murabahah kepada pihak ketiga (pemasok/vendor). Jurnalnya sebagai 
berikut: 
(Dr). Utang syariah lainnya Rp. 400.000.000 
(Kr). Rekening vendor Rp. 400.000.000 
 
c. Pembayaran uangmuka 
Pada tanggal 15 september 2018 Nasabah memberikan uang 
muka transaksi murabahah kepada pihak bank sebesar Rp. 
50.000.000. maka jurnalnya sebagai berikut : 
(Dr). Rekening Nasabah Rp. 50.000.000 
(Kr). Piutang murabahah Rp. 50.000.000 
d. Pembentukan marginmurabahah 
Berdasarkan negosiasi pihak bank dan nasabah menyepakati 
margin murabahah yang akan diterima oleh bank atas transaksi 
pembiayaan murabahah sebesar Rp. 29.750.000. jurnalnya adalah 
sebagai berikut: 
(Dr). Piutang murabahah Rp. 29.750.000 











e. Pembebanan margin perbulan dan biayapengelolaan 
Margin keuntungan ini menjadi hal yang tentu harus bisa 
ditentukan. Sedari ini Bapak Fadlan selaku KBP menjelaskan; 
“Tergantung keputusannya. Secara umum kita tidak 
bisamenentukan, tergantung dari keputusan pusat. Kalau pusat 
menentukan 10%,ya kita jalan 10%. Kalau 20 atau 30%, ya kita 
tetapkan segitu juga.” 
Margin yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulan adalah 
margin yang sisepakati dibagi lama waktu angsuran (bulan) 
Marginperbulan = margin / lamaangsuran 
= Rp. 29.750.000 / 12 bulan 
= Rp. 2.479.167 
Bank menetapkan biaya pengelolaan sebesar Rp.15.000 Pihak bank 
akan menjurnal sebagai berikut: 




(Kr). Pendapatan akrual margin 
 
murabahah Rp.2.479.167 




(Kr) Pendapatan fee pengelolaan Rp. 15.000 
f. Pada saat menerima setoran darinasabah 
Pihak bank akan menerima angsuran dari nasabah setiap bulan 




muka yang telah dibayarkan oleh nasabah kemudia dibagi lama waktu 
angsuran yang telah disepakati. 
Angsuran/bulan = Harga jual – uangmuka 
12 
= Rp. 429.750.000 – Rp. 50.000.000 
12 
= Rp. 31.645.833 
 
Bank akan menjurnal sebagai berikut: 
(Dr). Rekening nasabah Rp. 31.645.833 
(Kr). Piutang murabahah Rp. 31.645.833 
g. Pengakuan pendapatanmargin 
Bank mengakui margin sebagai pendapatan pada saat margin 
diterima setiap bulan.Bank menjurnal sebagai berikut:  
(Dr). ditangguhkan Rp. 2.479.167 
(Kr). Tagihan pendapatan margin Rp. 2.479.167 
(Dr). Pendapatan akrual margin Rp. 2.479.167 
(Kr) Pendapatan kas margin Rp. 2.479.167 
h. Pengakuan pendapatanbiaya 
Bank mengakui pendapatan biaya yang berasal dari 
biaya pengelolaan. Jurnal transaksinya adalah sebagai berikut: 









1. Akad Murabahah pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Utama 
Makassar berdasarkan PSAK 102 
Setelah melihat bagaimana perlakuan akuntansi mengenai transaksi 
murabahah yang ada pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar melalui 
contoh yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan menganalisa apakah 
penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah di PT Bank BNI 
Syariah Cabang Makassar telah sesuai dengan pencatatatn akuntansi yang 
berlaku umum yakin Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 
tentang pembiayaan murabahah. Untuk menganalisis hal tersebut penulis 
menggunakan metode komparatif. Maka berikut akan disajikan tabel 
perbandingan antara perlakuan akuntansi menurut PSAK 102 dengan 
penerapan pencatatan akuntansi murabahah yang dilakukan oleh PT Bank 











 Tabel 4.4  
Perbandingan Perlakuan Akuntansi Murabahah 
No. PSAK No.102 PT Bank BNI Syariah 
CabangMakassar 
1. Murabahah sebagai akad jual beli 
barang dengan menyatakan harga 
perolehan dan keuntungan (margin) 
yang disepakati oleh penjual 
danpembeli 
murabahah adalah transaksi jual 
beli antara bank dan nasabah, 
dimana bank sebagai penjual 
yang memenuhi kebutuhan 
nasabah dan menjual kepada 
nasabah dengan menambah 
margin yang telah disepakati. 
Akad murabahah dapat berupa 
wakalah murabahah maupun 
murabahah murni. 
2. Murabahah dapat dilakukan dengan 
pesanan maupun tanpa pesanan 
bank hanya menyediakan 
pembiayaan murabahah dengan 
pesanan. 
3. pembayaran murabahah dapat 
dilakukan secara tunai maupun 
tangguh 
bank hanya menerapkan 
pembayaran secaratangguh 
4. penerimaan uang muka adalah 
sebagai berikut: 
4) Uang muka diakui sebagaiuang 
 
Uang diakui sejumlah yang 






 sebesarjumlah yang diterima ; 
5) pada saat barang jadi  dibeli oleh 
pembeli maka uang muka diakui 
sebagai pembayaran piutang 
(merupakanbagian 
pokok); 
6. Keuntungan murabahah diakui : 
a. Jika akad murabahah tidak 
melebihi satu tahun maka 
keuntungan diakui pada saat 
penyerahan asetmurabahah 
b. Jika akad murabahah melebihi 
satu tahun maka keuntungan 
dikategorikan berdasarkan 
tingkat resikonya yaitu: 
1) Murabahah dengan resiko 
relative kecil, keuntungan 
diakui sama dengan poina 
2) Murabahah dengan resiko 
relative besar, keuntungan 
diakui secara proporsional 
dengan besaran kas yang 
Keuntungan murabahah diakui : 
a. Jika akad murabahah tidak 
melebihi satu tahun maka 
keuntungan diakui pada saat 
penyerahan asetmurabahah 
b. Jika akad murabahah 




1) Murabahah dengan resiko 
relative kecil, keuntungan 
diakui sama dengan poin a 
2) Murabahah dengan resiko 
relative besar, keuntungan 








besar, keuntungan diakui saat 
seluruh piutang murabahah 
berhasil ditagih 
dengan besaran kas yang 









Potongan murabahah : 
a. Potongan pelunasan piutang 
murabahah yang diberikan 
kepada pembeli yang melunasi 
secara tepat waktu atau lebih 
cepat dari waktu yang disepakati 
diakui sebagai pengurang
keuntungan murabahah. 
b. Pemberian potongan pelunasan 
piutang murabahah dapat 
dilakukan dengan menggunakan 
salah satu metodeberikut: 
1) Diberikan pada saat 
pelunasan, yaitu penjual 
mengurangipiutang 
Potongan murabahah : 
a. Potongan pelunasan piutang 
murabahah yang diberikan 
kepada pembeli yang 
melunasi secara tepat waktu 
atau lebih cepat dari waktu 




piutang murabahah dapat 
dilakukan dengan memberikan 
pada saat pelunasan, yaitu 
penjual mengurangi piutang 




murabahah dan keuntungan 
murabahah. 
2) Diberikan setelah pelunasan, 
yaitu penjual menerima 
pelunasan piutang dari 
pembeli dan kemudian 
membayarkan        
potonganpelunasannya
 kepada pembeli. 
murabahah. 
8. Denda dikenakan jika pembeli lalai 
dalam melakukan kewajibannya 
sesuai dengan akad, dan denda yang 
diterima diakui sebagai 
bagian dana kebajikan 
Berdasarkan keputusan dewan 
pengawas syariah bank BNI 
Syariah tidak mengenakan denda 
dalam bentuk apapun. 
9. Penyajian Piutang murabahah 
disajikan sebesar nilai bersih yang 
dapat direalisasikan, yaitu saldo 
piutang murabahah dikurangi 
penyisihan kerugian piutang. 
Margin murabahah tangguhan 
disajikan sebagaipengurang 
piutang murabahah. 
Penyajian Piutang murabahah 
disajikan sebesar nilai bersih 
yang dapat direalisasikan, yaitu 
saldo piutang murabahah 
dikurangi penyisihan kerugian 
piutang. Margin murabahah 
tangguhan disajikan sebagai 




10. Pengungkapan : 
a. Harga perolehan aset 
murabahah. Janji pemesanan 
dalam murabahah 
berdasarkan  pesanan 
sebagai kewajiban atautidak. 
b. Pengungkapan yang 
diperlukan sesuai PSAK 101 
tentang   Penyajian  Laporan 
Keuangan Syariah. 
Pengungkapan sesuai PSAK 101 
tentang Penyajian Laporan 
Keuangan Syariah namun harga 
perolehan persediaan 
murabahah tidak diungkapkan 
secaraterperinci 
Sumber: Hasil olah data peneliti 2020
Berdasarkan tabel perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa 
PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar belum sepenuhnya menerapkan 
PSAK 102. 
Berkaitan dengan denda, PT Bank BNI Syariah Cabang 
Makassartidak menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK 102 yang 
menyatakan bahwa denda diterima dan diakui sebagai dana kebajikan. PT 
Bank BNI Syariah tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun, hal ini 
berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah. 
Sehingga, pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan tidak 
temukan akun denda sebagai sumber dana kebajikan. 
Pada Praktik murabahah PT Bank BNI Syariah sebagai penjual 




yang disepakati hal ini sesuai dengan PSAK 102. Pada PT Bank BNI 
Syariah cabang Makassar akad murabahah dapat dilakukan dengan 
pesanan menggunakan akad murabahah murni dimana bank yang secara 
langsung membeli barang kepada pemasok sesuai dengan pesanan 
nasabah. Sesuai dengan PSAK 102, Pada transaksi tersebut PT Bank BNI 
Syariah Cabang Makassar akan mengakui adanya persediaan aktiva 
murabahah yang diperoleh dari pemasok dan langsung menghapus akun 
persediaan aktiva murabahah tersebut pada saat dilakukan akad 
murabahah dengan menyerahkan barang tersebut kepada nasabah yang 
menimbukan piutang murabahah. Pengahapusan aktiva murabahah 
menyebabkan tidak adanya persediaan aktiva murabahah pada bank 
sehingga tidak mengurangi substansi bank sebagai lembaga pembiayaan 
bukan sebagai pedagang yang menyimpan persediaan untukdijual. 
Apabila pihak bank mewakilkan pembelian barang dengan wakalah, 
PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar memberikan kas kepada nasabah 
dan mencatat sebagai hutang syariah lainnya bukan sebagai piutang 
wakalah. Sehingga pada saat nasabah memberikan bukti atas pembelian 
barang dari pemasok maka bank akan memutuskan akad wakalah dengan 
menghapus hutang syariah lainnya dan mengakui adanya persediaan 
aktiva murabahah, yang selanjutnya akun persediaan tersebut dieliminasi 
dengan mengakui adanya piutang murabahah pada saat akad murabahah 
yaitu penyerahan barang kepada nasabah. Berdasarkan transaksi tersebut 




substansi tidak melanggar PSAK 102 karena adanya pemisahan antara 
akad wakalah dengan akad murabahah namun belum sesuai dalam hal 
penamaanakun. 
PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar telah menerapkan 
pencatatan akuntansi diskon pembelian, potongan murabahah, dan uang 
muka sesuai dengan peraturan PSAK 102. Diskon pembelian barang 
murabahah akan menjadi pengurang harga barang tersebut tanpa adanya 
pemisahan pencatatan. PT Bank Bank BNI Syariah mengakui 
pemotongan piutang murabahah apabila nasabah melunasi utang lebih 
awal dari jadwal yang disepakati. PT Bank BNI Syariah Cabang 
Makassar juga pembayaran uang muka mengurangi harga jual persediaan 
aktiva murabahah. 
Pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar menentukan margin 
murabahah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. PT Bank BNI 
Syariah Cabang Makassar dalam hal pengakuan keuntungan murabahah 
telah sesuai dengan PSAK 102 dimana keuntungan diakui pada saat 
penyerahan aset murabahah jika akad murabahah tidak melebihi satu 
tahun. Apabila melebihi satu tahun maka keuntungan diakui berdasarkan 
tingkat resikonya. 
PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar telah mematuhi PSAK 102 
yang mewajibkan penjual menyajikan piutang murabahah bersih. PT 
Bank BNI Syariah Cabang Makassar menyajikan piutang murabahah 




PT Bank BNI Syariah mengungkapkan hal yang terkait dengan 
transaksi murabahah sesuai PSAK No. 101 Tentang Penyajian Laporan 
Keuangan Syariah, namun PT Bank BNI Syariah tidak mengungkapkan 
secara terperinci harga perolehan persediaan murabahah. 
Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Husna pada tahun 2014 yang 
berjudul Analisis Penerapan PSAK No.102 terhadap akad murabahah 
pada produk pembiayaan Griya iB Haasanah di PT BNI Syariah Cabang 
Pekanbaru memiliki kesamaan dengan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh penulis dimana tidak ditemukan komponen sumber dan penggunaan 
dana kebajikan sosial hal ini dikarenakan kebijakan DPS BNI Syariah 
mengenai tidak adanya pengenaan denda telah diterapkan oleh semua 
Cabang Bank BNI Syariah di Indonesia. Perbedaannya adalah PT Bank 
BNI Syariah cabang Pekanbaru menerima komisi dari berbagai developer 
sebagai keuntungannya. Lebih lanjut terkait hal ini, Ibu Wyna selaku HCP 
menjelaskan; 
“Perhitungan margin atau keuntungan itu ditentukan oleh BNI 
Syariah kantor pusat. Jadi, tiap cabang itu hanya mengikuti 
kebijakan dari pusat berapa margin keuntungan yang diberikan 
untuk produk pembiayaan KPR atau pembiayaan rumah yang 
berlaku di cabang-cabang. Jadi untuk penentuan tarifnya ada 
divisinya sendiri. Khusus untuk kami di BNI Syariah, yang 
menentukan ya adalah divisi consumer, tentu saja divisi consumer 
melakukan koordinasi dengan devisi treasury. Karena inikan 
menyangkut dana masyarakat yang akan disalurkan dalam bentuk 
pembiayaan jadiharus dikoordinasikan dengan divisi treasury berapa 
rate yang bisa diberikan untuk pembiayaan KPR atau Rumah.” 
Pak Fadlan selaku Kepala bagian pembiayaan juga menegaskan; 
“Pelaksanaan pembiayaan murabahah ada beberapa skema bisa 




dengan akad jual beli. Yang pertama mitra atau nasabah bisa datang 
langsung ke bank bni syariah dan melakukakan permohonan 
pengajuan pembiayaan murabahah. Nantinya nasabah akan 
diberikan pemahanan lagi mengenai akad murabahah ini. Selain 
datang langsung nasabah juga bisa mengunjungi situs website resmi 
BNI Syariah dan kemudian mengajukan permohonan aplikasi 
pembelian rumah di BNI Syariah. Dan diminta untuk memenuhi 
kelengkapan data yang diperlukan.” 
 
Tabel 4.5 
Praktik pembiayaan Murabahah jika disesuaikan dengan PSAK 102 
No. PSAK 102 
Praktik Pembiayaan Murabahah pada 
PT Bank BNI Syariah KCU Makassar 
1 Keuntungan 
(margin) 
murabahah adalah transaksi jual beli antara 
bank dan nasabah, dimana bank sebagai 
penjual yang memenuhi kebutuhan nasabah 
dan menjual kepada nasabah dengan 
menambah margin yang telah disepakati. 
Akad murabahah dapat berupa wakalah 
murabahah maupun murabahah murni. 
2 Jenis murabahah bank hanya menyediakan pembiayaan 
murabahah dengan pesanan. 
3 Pembayaran 
Murabahah 
bank hanya menerapkan pembayaran 
secaratangguh 
4 Uang muka Uang diakui sejumlah yang diterima dan 




5 Keuntungan  Keuntungan murabahah diakui : 
c. Jika akad murabahah tidak melebihi 
satu tahun maka keuntungan diakui pada 
saat penyerahan asetmurabahah 
d. Jika akad murabahah melebihi satu 
tahun maka keuntungan dikategorikan 
berdasarkan tingkat resikonya yaitu: 
1) Murabahah dengan resiko relative 
kecil, keuntungan diakui sama 
dengan poin a 
2) Murabahah dengan resiko relative 
besar, keuntungan diakui secara 
proporsional dengan besaran kas 
yang berhasil ditagih dari 
piutangmurabahah 
Murabahah dengan resiko cukup besar, 
keuntungan diakui saat seluruh piutang 
murabahah berhasil ditagih 
6 Potongan  Potongan murabahah : 
c. Potongan pelunasan piutang murabahah 
yang diberikan kepada pembeli yang 
melunasi secara tepat waktu atau lebih 
cepat dari waktu yang disepakati diakui 





Pemberian potongan pelunasan piutang 
murabahah dapat dilakukan dengan 
memberikan pada saat pelunasan, yaitu 
penjual mengurangi piutang murabahah 
dan keuntungan murabahah. 
7 Denda  Berdasarkan keputusan dewan pengawas 
syariah bank BNI Syariah tidak 
mengenakan denda dalam bentuk apapun. 
8 Penyajian 
piutang 
Penyajian Piutang murabahah disajikan 
sebesar nilai bersih yang dapat 
direalisasikan, yaitu saldo piutang 
murabahah dikurangi penyisihan kerugian 
piutang. Margin murabahah tangguhan 
disajikan sebagai 
pengurang piutang murabahah. 
9 pengungkapan Pengungkapan sesuai PSAK 101 tentang 
Penyajian Laporan Keuangan Syariah  
namun harga perolehan persediaan 
murabahah tidak diungkapkan 
secaraterperinci 






2. Akad Murabahah pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Utama 
Makassar perspektif Kemashlahatan 
Keberadaan perbankan syariah dipandang sebagai penyelamatan diri 
secara emosional-ideologis, bukan penyelamatan (solusi) dari problem 
ekonomi, bahkan secara makro penyelamatan eksistensial, yang 
menyelamatkan kemanusiaan dari kekuatan kapital yang merongrong 
eksistensi kemanusiaan, yang berujung pada problem kemanusiaan. 
Merujuk pada prinsip dasar perbankan syariah bahwa pola bagi hasil sesuai 
dengan syariat islam, semestinya produk-produk perbanakn yang berupa 
bagi hasil lebih unggul daripada produk-produk lainnya. Kenyataan inilah 
yang menimbulkan kesan bahwa bank syariah Indonesia sebenarnya bukan 
bank bagi hasil, melainkan bank Muurabahah.  
Bank syariah dalam prakteknya selama ini cenderung melakukan akad 
murabahah, karena bank syariah ingin memperoleh pendapatan yang tetap 
(fixed income), dari tingkat keuntungan murabahah yang telah ditentukan. 
Lebih ironis lagi beberapa kebijakan bank syariah untuk sektor pembiayaan 
masih relatif sama dengan kebijakan bank konvensional. Padahal kebijakan 
bank konvensional tersebut titak tepat untuk diterapkan pada operasional 
bank syariah, khususnya mengenai kebijakan pada penentuan tarif 
keuntungan (margin/laba), jangka waktu pembiayaan, dan jaminan 
pembiayaan. Idealisme perbankan syariah adalah perbankan yang dilandasi 
teori, prinsip ekonomi dan perangkat undang-undang yang mantap. Pelaku-




baik berperan sebagai produsen, konsumen, pengusaha, dan karyawan 
(Amir Mu’allim 2015). 
Pelaporan lingkungan merupakan bagian dari penjagaan agama. 
Manusia sebagai khalifah dimuka bumi melakukan pertanggung jawaban 
atas apa yang telah ia kerjakan kaitannya dengan pemeliharaan lingkungan. 
Pertanggung jawaban  dilihat dari kesadaran manusia terbagi menjadi dua, 
yaitu pertanggungjawaban secara vertikal dan pertanggungjawaban secara 
horizontal (Abdullah et al., 2020). Yang dimaksud pertanggungjawaban 
secara vertikal yaitu pertanggungjawaban kepada Tuhan dan 
pertanggungjawaban secara horizontal yaitu pertanggungjawaban kepada 
sesame manusia dalam bentuk laporan keuangan. Sebagaimana ayat Al-
Isra/17: 36.  
َٰٓئَِك  ْولَ
ُ
ۡمَع َوٱۡۡلَََصَ َوٱلُۡفَؤاَد ُُكُّ أ ِّۚ إِنذ ٱلسذ َوََّل َتۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعلۡم 
 ٔ ُٔوَّٗل  ََكَن َعۡنُه َمۡس 
Terjemahnya: 
“dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak 
mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya 
pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta 
pertanggungan jawabnya (Q.S. Al-Israa/17: 36).” 
Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam prinsip 
syariah sebagaimana dalam penjelasan Undang-undang No. 21 tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah pada Pasal 2 disebutkan bahwa kegiatan usaha 
yang berasaskan prinsip syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang 




a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah(batil). 
b. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan 
yang tidak pasti dan bersifatuntung-untungan. 
c. Garar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, 
tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada 
saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. 
d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalamsyariah. 
e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi 
pihak lainnya. 
Syariah mempunyai tujuan yang hakiki yaitu menjadi tolok ukur 
bagi manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup. Pembuat 
hukum yang sesungguhnya hanyalah Allah dengan tujuan untuk 
kemashlahatan manusia (Juhaya 2011).Mashlahat juga dapat diartikan 
sebagai maqashid, sehingga maqashid syariah adalah merealisasikan 
mashlahat setiap manusia dan menghindarkan mafsadah dari mereka. 
Imam asy-Syatibi menjelaskan ada 5 bentuk maqashid syariah atau biasa 
disebut kulliyat al-khamsah (lima prinsip umum), yakni: (1) Hifdzu din 
(melindungi agama), (2) Hifdzu nafs (melindungi jiwa), (3) Hifdzu aql 
(melindungi akal), (4) Hifdzu nasab (melindungi keturunan), dan (5) 
Hifdzu mal (melindungi harta). 
Hubungan antara teori maqashid syariah dengan ekonomi Islam 




dan menghindari kemudharatan pada dua dimensi waktu yang berbeda 
yaitu dunia dan akhirat. Penerapan maqashid syariah ini merupakan 
penjabaran dari maqashid (tujuan) besarnya yaitu hifdzul mal (menjaga 
dan memenuhi hajat dan maslahat akan harta). Menjaga dan memenuhi 
hajat akan harta tersebut adakalanya dari sisi bagaimana mendapatkannya 
(min janibi al-wujud) atau dari sisi memelihara harta yang sudah dimiliki 
(mijanibial-‘adam). Hifdzulmal tersebut juga menjadi rumpun kaidah 
dalam bidang mu’amalah, kaidah ini dijabarkan dengan maqashid 
‘ammmah (tujuan-tujuan umum) dan maqashid khassah (tujuan khusus) 
yang sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Hal ini berarti bahwa 
semua aspek dalam ajaran Islam harus mengarah pada tercapainya tujuan 
tersebut, tidak terkecuali aspek ekonomi. Ekonomi Islam harus mampu 
memberikan solusi terhadap masalah ekonomi masa kini. Berkaitan 
dengan aspek ekonomi Islam melalui perbankan syariah maka setiap 
kegiatan usaha perbankan syariah wajib menerapkan prinsip-prinsip 
syariah yang telah ditentukan sehingga terciptanya hukum untuk 
kemaslahatan masyarakat khususnya para pihak yang terkait. 
Akad murabahah merupakan perbuatan hukum yang mempunyai 
konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual 
(bank) kepada pihak pembeli (nasabah), maka dengan sendirinya dalam 
perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya 
murabahah. Sehingga bentuk akad pembiayaan murabahah pada bank 




akta notaris, dimana akad tersebut dibuat secara tertulis (al-kitabah) demi 
kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa, hal ini 
sejalan dengan (QS Al-Baqarah[2]:282) 
ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا تََدايَنُتم بَِديٍۡن إِ  َها ٱَّلذ يُّ
َ
َٰٓأ ِّۚ يَ َسّم ٗ فَٱۡكُتُبوهُ َجٖل مُّ
َ
ََلَٰٓ أ  
Terjemahnya : 
“Hai orang-orang yang beriman,apabila kamu bermu’amalah 
tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan,hendaknya 
kamu menuliskannya”.(QS.Al-Baqarah 282) 
yang mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar dalam 
kebaikan bagi semua pihak. Berdasarkan pada uraian teori sebelumnya 
mengenai rukun dan syarat sahnya akad, dan asas hukum yang 
mendasarinya maka hal ini sejalan dengan bentuk akad murabahah pada 
bank BNI Syariah Kantor Cabang Utama Makassar yakni:  
a) Dari segi subjek atau para pihak yang mengadakan akad (nasabah dan 
bank).  
b) Dari segi tujuan dan objek akad. 
c) Adanya kesepakatan dalam hal yang berkaitan dengan waktu akad, 
jumlah biaya, mekanisme kerja, jaminan, penyelesaian sengketa, 
objek akad, dan cara pelaksanaannya. 
d) Adanya persamaan, kesetaraan, kesederajatan dan keadilan di antara 
para pihak dalam menentukanhak dan kewajiban, serta penyelesaian 
sengketa yang mungkin terjadi (pemilihan hukum dan forum dalam 




Produk pembiayaan atas dasar akad murabahah pada bank BNI 
syariah kantor cabang utama makassar Parepare mengembangkan produk 
pembiayaan bersifat investasi, modal kerja, konsumtif berdasarkan akad 
pembiayaan murabahah. Produk tersebut berupa pembiayaan kepemilikan 
kendaraan dan kepemilikan rumah (KPR) baik itu berupa renovasi dan 
pembelian rumah dengan sistem jual beli yang disertai margin.Pembiayaan 
konsumtif kepemilikan rumah (KPR) merupakan produk pembiayaan yang 
muncul karena bank tidak memiliki barang yang diinginkan oleh nasabah 
sehingga bankharusmelakukan transaksi pembelian atas barang yang 
diinginkan kepada pihak lain sebagai supplier. Dengan demikian, dalam hal 
ini bank bertindak sebagai penjual dan di sisi lain sebagai pembeli. 
Kemudian bank akan menjualnya lagi kepada nasabah dengan harga yang 
telah disepakati. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu konsep 
pembiayaan yang berdasarkan jual beli yang bersifat amanah. 
Pelaporan pembiayaan murabahah merupakan bagian dari penjagaan 
harta, yaitu memiliki tanggung jawab yang sangat besar dikarenakan harta 
tersebut digunakan dalam hal apa dan bagaimana, dan juga menghindari dari 
perilaku konsumerisme. Agama mengajarkan manusia agar dapat terhindar 
dari sikap konsumerisme (dapat diartikan sebagai gaya hidup yang tidak 
hemat) yang dapat berujung pada ketidaktepatan alokasi sumber daya 
ekonomi, seperti pada ayat al-Waqi’ah/56: 41-46. 
َماِل ِِف سَ  ِ ۡصَحَُٰب ٱلش 
َ
َماِل َمآ أ ِ ۡصَحَُٰب ٱلش 
َ
ِن ََيُۡموٖم َّلذ َوأ ٖ م 




وَن لََعَ ٱۡۡلِنِث  َٰلَِك ُمۡۡتَفنَِي َوََكنُواْ يَُِصُّ ُهۡم ََكنُواْ َقۡبَل َذ بَارِٖد َوََّل َكرِيٍم إِنذ
  ٱلَۡعِظيِم  
Terjemahnya: 
“dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? (41). dalam (siksaan) angin 
yang Amat panas, dan air panas yang mendidih (42). dan dalam naungan 
asap yang hitam (43). tidak sejuk dan tidak menyenangkan (44). 
Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewahan (45). dan mereka 
terus-menerus mengerjakan dosa besar(46) (Q.S. al-Waqi’ah/56: 41-46).” 
Murabahah adalah pembiayaan di mana pihak bank menyediakan 
dana untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah. Secara operasional, 
praktek murabahah ini adalah jual-beli barang sebesar harga perolehan atau 
harga jual (harga beli) ditambah dengan keuntungan (margin) yang 
disepakati, dimana bank harus memberitahukan kepada nasabah mengenai 
harga beli produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan 
pada harga perolehan tersebut. Keuntungan yang diperoleh tersebut haruslah 
berdasarkan prinsip kepatutan. Pembayaran sejumlah harga beli oleh 
nasabah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh menurut batas waktu 
yang ditentukan bersama berdasarkan pada aturan atau ketentuan yang 
berlaku baik itu berupa Undang-undang maupun fatwa DSN. 
Sebagai pembiayaan yang berorientasi kemashlahatan Ibu Wyna 
kemudian menjelaskan tujuan dari pembiayaan murabahah; 
“apa maksud dan tujuan pembiayaan murabahah ini bagi bank dan 
juga nasabah ya tentu saja bank fungsinya adalah sebagai salah satu 
produk yang dipasarkan oleh bank untuk menyalurkan pembiayaan 
yaitu dengan pembiayaan murabahah.” 
 Pembiayaan murabahah adalah salah satu bentuk penyaluran dana 




konsumen dalam hal ini nasabah, dimana harga penjualan barang tersebut 
sebelumnya telah disepakati oleh para pihak, dimana pihak bank telah 
menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan ditambah dengan margin 
(keuntungan yang diperoleh bank) dan adapun mekanisme pembayarannya 
dapat dilakukan baik itu secara tunai maupun angsuran. 
Pembiayaan murabahah dengan mekanisme pembelian barang dapat 
dilakukan dengan cara wakalah, karena konsep murabahah 
membolehkannya sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI dan standar wakalah 
pada standar operasional produk, bank diperbolehkan memberi kuasa 
melalui akad wakalah kepada nasabah untuk bertindak sebagai wakil bank 
untuk membeli objek murabahah sesuai dengan spesifikasi, kondisi, serta 
harga yang telah disetujui oleh bank, tentunya dengan melampirkan 
kwitansi dan dokumen yang berkaitan dengan pembelian bahan-bahan 
bangunan yang tujuan pembiayaan tersebut untuk renovasi atau perbaikan 
rumah. 
Dalam dunia perbankan istilah murabahah digunakan mengancu pada 
suatu kesepakatan pembelian barang oleh bank syariah sesuai dengan yang 
dikehendaki nasabah kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 
dengan harga yang disepakati dengan memberikan keuntungan tertentu 
kepada bank. Pembayaran dilakukan dalam kurun waktu yang ditentukan 
dengan cara cicil. Perjanjian semacam ini disebut bai’ al-murabahah li al-
amir bi al-syira’ (jual beli murabahah untuk perintah membeli) atau ilzami 




2016).Pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara pemesanan dengan 
cara janji untuk melakukan pembelian (al-wa’d bi al-bai’). Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa pada hakikatnya nasabah datang ke bank syariah untuk 
mendapatkan pinjaman uang, bukan untuk membeli barang. Oleh karena itu, 
pembiayaan murabahah pada perbankan syariah lebih tepat dikatakan 
sebagai penyediaan dana untuk pembelian barang yang dibutuhkan nasabah 
dengan margin keuntungan yang disepakati. Sehingga pembiayaan 
murabahah yang menjadi produk andalan bank syariah ini dapat dikatakan 
sebagai ilzam al- wa’id bi al-syira’ keharusan janji untuk membeli atau 
murabahah li amir bi syira’ yakni murabahah untuk perintah membeli atau 
janji membeli. 
Sebenarnya dalam murabahah tidak ada wakalah karena wakalah 
merupakan akad yang terpisah dengan murabahah. Menurut teori 
seharusnya yang dilakukan oleh pihak bank adalah membelikan barang yang 
diminta oleh nasabah kepada supplier kemudian pihak bank menjual 
kembali barang tersebut dengan menyertakan margin yang diinginkan oleh 
pihak bank yang besarnya margin telah disepakati oleh pihak bank dan 
nasabah. Dengan pembelian barang oleh nasabah kepada supplier ini 
terkesan bahwa nasabah membeli barang dari supplier dan bukan dari pihak 
bank. Penyertaan wakalah di dalam perjanjian murabahah sebenarnya 
mengurangi esensi dari pada murabahah itu sendiri, hal ini tentu saja dapat 
menurunkan kualitas perbankan syariah. Pihak bank mengaku 




memenuhi barang yang diinginkan nasabah. Ibu Wyna menjelaskan; 
“Murabahah adalah konsep jual beli dalam islam yang lazim 
digunakan sehingga fungsinya bagi bank adalah salah satu produk 
yang bisa menguntungkan bank dan membantu masyarakat untuk 
memperoleh pembiayaan. Untuk masyarakat sendiri yah memudahkan 
masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli.” 
Dari pernyataan pihak bank tersebut alas an digunakannya wakalah 
adalah agar mempermudah pihak bank, karena pihak bank tidak bisa 
mengurus semuanya secara keseluruhan perihal penyedian barang, dan 
menurut pihak bank apabila wakalah disertakan maka akan lebih membantu 
nasabah, karena nasabah bisa membeli barang sesuai dengan kriteria yang 
diharapkan nasabah walaupun nasabah juga melakukan hal tersebut karena 
pihak bank telah memberikan aturan wakalah tersebut tanpa negosiasi 
sebelumnya dengan nasabah. 
Dicantumkan wakalah dalam murabahah bukan merupakan 
menyalahi aturan yang ada karena menurut para praktisi perbankan telah 
memiliki inovasi dalam pembiayaan yakni teori tentang hybrid contract, 
dimana hybrid contract merupakan kesepakatan dua pihak untuk 
melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual 
beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara’ah, sahraf 
(penukaran mata uang), syirkah, mudarabah, sehingga semua akibat hukum 
akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang 
ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-
pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad. Namun penggabungan 




tidak menyalahi aturan syariah. 
Penerapan pembiayaan pada bank BNI syariah kantor cabang utama 
makassar dengan sistem murabahah ini bias dikatakan merupakan hybrid 
contract karena di dalamnya menggabungkan dua akad dalam satu transaksi 
yakni akad murabahah dan akad wakalah, tetapi di dalam pelaksanaanya 
masih terdapat ketidaksesuaian, pada saat proses akad murabahah pihak 
bank telah memberikan sejumlah uang untuk dipergunakan oleh nasabah 
membeli barang yang diinginkan nasabah, selanjutnya ketika nasabah telah 
membeli barang tersebut, nasabah hanya perlu untuk memberikan kwitansi 
atau bukti pembayaran kepada pihak bank dan diberi jangka waktu tertentu 
untuk menyerahkan bukti pembelian atas barang kepada bank. 
Dari hasil wawancara dan analisis data yang dilakukan peneliti 
terhadap pembiayaan murabahah pada bank BNI syariah kantor cabang 
utama makassar, dimana nasabah yang mengajukan permohonan harus 
memenuhi syarat sah perjanjian yaitu, unsur syarat subjektif harus 
berumur 21 tahun atau telah/pernah menikah, sehat jasmani dan rohani. 
Objek murabahah tersebut juga harus tertentu, jelas dan merupakan milik 
yang penuh dari pihak bank misalnya saja objek murabahahnya adalah 
rumah. Dalam pelaksanaannya pembelian objek murabahah tersebut 
dilakukan oleh nasabah murabahah itu sendiri atau sebagai wakil dari 
pihak bank dengan akad wakalah atau perwakilan. Setelah akad wakalah 
dimana pembeli murabahah tersebut bertindak untuk dan atas nama bank 




dimungkinkan dan tidak menyalahi syariah Islam karena dalam fatwa 
No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, sebagai landasan syariah 
transaksi murabahah adalah sebagai berikut: Pada bagian pertama angka 
(9) disebutkan bahwa jika bank bendak mewakilkan kepada nasabah untuk 
membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus 
dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milikbank. Dalam hal ini 
pihak BNI Syariah harus menjalankan pembiayaannya. Ibu Wyna 
menjelaskan; 
“Bank fungsinya adalah sebagai lembaga keuangan yang 
menghimpun dana lalu menyalurkan dana tersebut kepada 
masyarakat. Nah, dikaitkan dengan pembiayaan murabahah , 
pembiayaan murabahah inilah salah satu produk yang diluncurkan 
oleh lembaga-lembaga keuangan yang berbasis islam dalam hal ini 
salah satunya bank syariah.” 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip 
syariah dalam akad murabahah pada bank BNI syariah kantor cabang 
utama makassar telah sesuai dengan UU perbankan syariah dan fatwa 
DSN-MUI. Dalam pembiayaan murabahah nasabah diuntungkan dalam 
hal tidak dikenakannya bunga dalam murabahah ini sehingga nasabah 
tidak akan rugi apabila ada kenaikan dan penurunan suku bunga pasar. 
Sementara pada murabahah yang dipergunakan adalah harga jual yang 
tidak akan berubah selama masa akad. Dengan demikian, nasabah sejak 
awal sudah mengetahui jumlah cicilan yang akan dibayarkan selama masa 
akad dan tidak akan mengalami kenaikan ataupun penurunan. Selain harus 
memenuhi syarat sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH 




tidak bertentangan dengan norma-norma syariah. Para ahli fiqh sepakat 
bahwa dalam kegiatan bisnis (muamalah) Islam haruslah menghindari 
unsur yang dilarang oleh syara’ yakni, unsur bunga/riba, spekulasi/maisir, 
tipu menipu/menyembunyikan sesuatu atau garar, zalim, dan haram. 
Tabel 4.6 
Praktik pembiayaan Murabahah pada Bank BNI Syariah KCU Makassar 
berdasarkan perspektif Mashlahah 
No.  Konsep 
Mashlahah 
Praktik pembiayaan Murabahah pada Bank 
BNI Syariah 
1 Agama  Memelihara agama (al-din). untuk persoalan al-
din berhubungan dengan ibadah-ibadah yang 
dilakukan seorang muslim dan Muslimah, 
membela islam dari ajaran-ajaran yang sesat, 
membela islam dari serangan-serangan orang-
orang yang beriman kepada agama lain. Pihak 
BNI Syariah sebagai Lembaga keuangan berlabel 
Syariah telah menjalankan praktik pembiayaan 
murabahah sesuai dengan tuntutan Al-quran dan 
fatwa DSN-MUI. 
2 Jiwa  Memelihara jiwa (al-nafs). Didalam agama islam 
nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat 
berharga untuk orang lain atau dirinya sendiri. 




dengan menerapkan praktek pembiayaan 
murabahah tanpa prosedur yang rumit kepada 
nasabah demi mencapai kemashlahatan bersama. 
3 Akal  Memelihara akal (al-‘aql). Yang membedakan 
manusia dengan hewan adalah akal, oleh karena itu 
kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam 
mewajibkan kita untuk menuntut ilmu sampai 
keujung dunia manapun dan melarang kita untuk 
merusak akal sehat kita. Terkait dengan hal ini, 
pihak BNI Syariah meskipun belum melakukan 
perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK 
102, tetapi mereka senantiasasebisa mungkin 
melakukan standarisasi. 
 
4 Keturunan  Memelihara keturunan (al-nasl). Menjaga 
keturunan dengan menikah secara agama dan 
negara. Mempunyai anak di luar nikah akan 
berdampak pada pembagian harta waris dan 
ketidak jelasan status anak tersebut. Pihak BNI 
Syariah menjaga keturunan mereka dengan cara 
tetap menjaga sikap mereka terhadap pembiayaan 
yang mereka dapatkan untuk keturunannya. 




yang sangat penting dan berharga, tetapi islam 
melarang untuk memperoleh harta dengan cara 
kejelekan. Melakukan sesuatu sesuai dengan 
prosedur dan etika moralitas sama dengan 
menjaga alur datangnya rezeki pada trek 
keberkahan. Dalam hal ini pihak BNI Syariah 
menjaganya dengan focus menjadikan 
pembiayaan murabahah sebagai 
sumber data: hasil olahan peneliti 2020 
Unsur maisir / untung-untungan dan unsur zalim dalam 
murabahah dapat dihilangkan dengan adanya kepastian proyek dan tingkat 
kerjasama. Dalam hal ini nasabah tidak diberatkan dengan fluktuasi 
tingkat suku bunga bank. Unsur garar/ketidakpastian dalam hal ini terjadi 
bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti misalnya saja garar 
dalam harga/gabn. Hal ini terjadi jika pembiayaan murabahah untuk 
rumah dalam waktu 1 tahun dengan margin 5% atau murabahah untuk 
rumah dalam waktu 2 tahun dengan margin 10% kemudian disepakati 
nasabah. Ketidakpastian terjadi karena harga yang disepakati tidak jelas, 
apakah 5% atau 10%. Kecuali bila nasabah menyatakan setuju melakukan 
transaksi murabahah untuk rumah dengan margin 5% dibayar dalam 
waktu 1 tahun, maka barulah tidak terjadi garar. 
Unsur garar dalam penerapan murabahah dapat dihindari dengan 




dapat diprediksikan jumlah angsuran perbulan sesuai dengan jangka waktu 
pembiayaan yang diajukan nasabah, karena dalam hal ini bank BNI 
syariah kantor cabang utama makassar tidak mengenal sistembunga. 
Unsur riba dalam murabahah dapat dihilangkan dengan konsep jual 
beli, karena pada dasarnya Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba. Pada unsur teknisnya nasabah tidak merasa dirugikan oleh pihak bank 
syariah dengan adanya kejelasan mengenai harga objek yang akan dibeli 
oleh nasabah dan keuntungan yang diambil oleh bank. Begitu pula dengan 
objek yang diperjualbelikan harus sudah ada pada saat penanda tanganan 
akad dan objek tersebut tidaklah sesuatu yang diharamkan. Dengan 
demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan prinsip syariah dalam 
akad pembiayaan murabahah pada bank BNI syariah kantor cabang utama 
makassar telah sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dalam UU 
Perbankan Syariah, dimana pembiayaan yang berdasarkan atas prinsip Islam 
yaitu tidak mengandung unsur bunga/riba, spekulasi/maisir, garar, zalim, 
dan haram. 
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan akad 
pembiayaan murabahah di bank BNI syariah kantor cabang utama 
makassar menganut sistem konsensualisme, yang tercantum dalam KUH 
Perdata dan dipakai dalam hukum Islam, yaitu dengan adanya 
penandatanganan akta sebelum diserahkan barang dan penentuan harga 
sudah ditetapkan dalam akad pembiayaan tersebut pelarangan hal yang 




maslahah, sehingga dengan menerapkan maqashid syariah sebagai 
penjabaran dari tujuan yaitu menjaga dan memenuhi hajat dan maslahat 
akan harta (hifdzulmal). Menjaga dan memenuhi hajat akan harta tersebut 
adakalanya dari sisi bagaimana mendapatkannya atau dari sisi memelihara 
harta yang sudah dimiliki dan selanjutnya peruntukan/penggunaan akan 
harta tersebut. Maqashid syariah sebagai wujud trealisasikannya prinsip 
syariah dalam kegiatan/transaksi ekonomi yang tidak mengandung unsur 
riba, maisir, garar, haram dan zalim. Pelarangan akan hal tersebut 
dimaksudkan agar terwujudnya maslahat bagi setiap manusia dan 










Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan 
penulis pada skripsi ini maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal 
sebagai berikut: 
1. Perlakuan Akuntansi murabahah pada PT Bank BNI Syariah Cabang 
Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, karena PT 
Bank BNI Syariah Cabang Makassar tidak menerapkan aturan yang 
sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bahwa denda bagi nasabah 
yang terlambat membayar diterima dan diakui sebagai dana kebajikan. 
PT Bank BNI Syariah tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun 
berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI 
Syariah. 
2. Penyajian, pengungkapan, pengakuan dan pengukuran terkait 
pengakuan persediaan, diskon pembelian, keuntungan murabahah, 
potongan murabahah, uang muka telah sesuai dengan aturan PSAK 
102. 
3. Penerapan prinsip Syariah guna menciptakan kemashlahatan dalam 
akad pembiayaan murabahah pada bank BNI Syariah kantor cabang 
utama makassar telah sesuai dengan Undang-undang perbankan 
syariah dan Fatwa DSN-MUI, dimana pembiayaan yang berdasarkan 




haram, dan zalim. 
B. Saran 
1. PT BNI Syariah Cabang Makassar diharapkan dapat terus 
mengembangkan dan mensosialisasikan produk pembiayaan 
murabahah serta melakukan pencatatan akuntansi sesuai PSAK 102 
Secara keseluruhan baik dalam pengukuran, penyajian dan 
pengungkapan. Terkhusus mengenai keputusan untuk tidak 
mengenakan denda apabila terjadi tunggakan angsuran, jika itu 
dianggap sebagai keunggulan dari pihak bank diharapkan bank mampu 
memberikan solusi yang lebih efektif untuk menangani nasabah yang 
lalai terhadap kewajiban membayar angsuran. 
2. lebih terbuka kepada mahasiswa dan peneliti-peneiti lainnya yang 
ingin melakukan penelitian pada PT Bank BNI Syariah Cabang 
Makassar karena melalui penelitian ini justru dapat menjadi suatu 
bahan masukan bagi PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar untuk 
melihat kelemahan-kelemahan yang dapat diperbaiki dan 
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Hasil wawancara dengan Consumer Processing Head 
Makassar, Jumat 5 November 2020 
Ibu Andi Wyna Handayani 
1. Apa fungsi dan tujuan dari pembiayaan Murabahah ini bagi bank dan juga 
nasabah jika dilihat dari sisi mashlahah ? 
Bank fungsinya adalah sebagai lembaga keuangan yang menghimpun 
dana lalu menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat. Nah, 
dikaitkan dengan pembiayaan murabahah , pembiayaan murabahah 
inilah salah satu produk yang diluncurkan oleh lembaga-lembaga 
keuangan yang berbasis islam dalam hal ini salah satunya bank 
syariah. Jadi kalau di pertanyaannya adek, apa maksud dan tujuan 
pembiayaan murabahah ini bagi bank dan juga nasabah ya tentu saja 
bank fungsinya adalah sebagai salah satu produk yang dipasarkan 
oleh bank untuk menyalurkan pembiayaan yaitu dengan pembiayaan 
murabahah. Murabahah adalah konsep jual beli dalam islam yang 
lazim digunakan sehingga fungsinya bagi bank adalah salah satu 
produk yang bisa menguntungkan bank dan membantu masyarakat 
untuk memperoleh pembiayaan. Untuk masyarakat sendiri yah 
memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli. 
2. Bagaimana praktik atau prosedur pembiayaan rumah menggunakan akad 
Murabahah pada bank BNI Syariah kantor cabang utama makassar? 
Prosedurnya adalah nasabah yang berminat untuk mengajukan KPR 
di BNI Syariah mendatangi kantor cabang BNI Syariah terdekat atau 





mengajukan permohonan aplikasi pembelian rumah di BNI Syariah, 
melengkapi kelengkapan datanya. Kelengkapan data yang dimaksud 
dapat dilihat di Form aplikasi pembiayaan Griya Hasanah jika sudah 
terpenuhi bisa langsung mendatangi kantor BNI Syariah terdekat 
atau juga bisa menghubungi tenaga marketing BNI Syariah. 
3. Apa keunggulan pembiayaan rumah dengan akad murabahah? 
Untuk keunggulannya sendiri untuk pembiayaan rumah di bank 
syariah. Nasabah itu dibebaskan untuk biaya Appraisal dan bebas 
biaya provisi dan bebas biaya administrasi. Sedangkan di bank 
konvensional biaya provisi dan administrasi biasanya di bebankan 
kepada nasabah 1% sedangkan untuk biaya Appraisal biasanya 
tergantung nilai jaminan yang akan jadi objek yang dijaminkan oleh 
nasabah. Nah kemudian untuk keunggulannya yang lain karena ini 
adalah akad pembiayaan murabahah, murabahah sendiri artinya 
Transaksi jual-beli dimana harga perolehan plus keuntungan yang 
diperoleh bank itu diketahui oleh nasabah dalam hal ini sebagai 
pembeli, jadi pada saat melakukan transaksi jual beli antara bank 
dan nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual secara 
transparan diperlihatkan dari pihak bank kepada nasabah berapa 
keuntungan atau margin yang diperoleh oleh bank, berapa harga 






4. Apa resiko pembiayaan rumah dengan akad murabahah? 
Nah, kalau resikonya sendiri kalau dari sisi bank resikonya adalah 
adanya resiko wanprestasi atau cedera janji dari nasabah yang telah 
mengambil fasilitas pembiayaan rumah di BNI Syariah. Jadi misalkan 
nasabah sudah melakukan penandatanganan akad pembiayaan, 
sudah mengambil fasilitas atas pembiayaan rumah di bank syariah 
kemudian di dalam perjalanan pembiayaannya ternyata nasabah 
tersebut tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran angsuran dan 
mengakibatkan resiko disisi banknya, karena bank syariah terutama 
BNI Syariah tidak diperkenankan memungut denda. Jadi, berapa 
tunggakannya, berapa yang belum dibayar oleh nasabah itulah yang 
boleh ditagih tidak boleh lagi dibebankan tunggakan lain yang 
biasanya di bank konvensional disebut denda. 
5. Bagaimana metode  pencatatan, penyajian, pengakuan, dan 
pengungkapannya pada laporan keuangan Bank BNI Syariah kantor 
cabang utama makassar? 
Untuk pelaporan keuangan BNI Syariah secara keseluruhan biasanya 
itu di publish setiap tahun oleh kantor pusat dan di publish di media-
media nasional. Nah seperti media indonesia. Kemudian untuk 
metodenya sendiri, metode pencatatannya itu menggunakan PSAK 
101 yang sebelumnya adalah PSAK 59 sekarang digantikan oleh 





literasi, buku-buku ataupun bisa googling supaya lebih jelas apa itu 
PSAK 101. 
6. Bagaimana perhitungan margin keuntungan pembiayaan rumah 
menggunakan akad murabahah? 
Perhitungan margin atau keuntungan itu ditentukan oleh BNI 
Syariah kantor pusat. Jadi, tiap cabang itu hanya mengikuti 
kebijakan dari pusat berapa margin keuntungan yang diberikan 
untuk produk pembiayaan KPR atau pembiayaan rumah yang 
berlaku di cabang-cabang. Jadi untuk penentuan tarifnya ada 
divisinya sendiri. Khusus untuk kami di BNI Syariah, yang 
menentukan ya adalah divisi consumer, tentu saja divisi consumer 
melakukan koordinasi dengan devisi treasury. Karena inikan 
menyangkut dana masyarakat yang akan disalurkan dalam bentuk 
pembiayaan jadiharus dikoordinasikan dengan divisi treasury berapa 






Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pembiayaan 
Makassar, Jumat 5 november 2020 
Bapak Fadlan 
1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan Murabahah di BNI Syariah kantor 
cabang utama makassar? 
Pelaksanaan pembiayaan murabahah ada beberapa skema bisa 
dibaca di skema sudah bisa dipahami yang dimana murabahah 
dengan akad jual beli. Yang pertama mitra atau nasabah bisa datang 
langsung ke bank bni syariah dan melakukakan permohonan 
pengajuan pembiayaan murabahah. Nantinya nasabah akan 
diberikan pemahanan lagi mengenai akad murabahah ini. Selain 
datang langsung nasabah juga bisa mengunjungi situs website resmi 
BNI Syariah dan kemudian mengajukan permohonan aplikasi 
pembelian rumah di BNI Syariah. Dan diminta untuk memenuhi 
kelengkapan data yang diperlukan. 
2. Nasabah lebih banyak menggunakan akad murabahah ini untuk 
pembiayaan apa? 
Biasanya digunakan untuk membeli sesuatu yang berkaitan dengan 
jual beli dan bernilai investasi. Biasanya membeli mobil 
3. Jenis Murabahah apa saja yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah kantor 
cabang utama makassar ini? 
Bisa dengan pesanan ataupun tanpa pesanan. Tapi yang paling 





4. Bagaimana proses pembelian aset murabahah pada bank BNI Syariah 
kantor cabang utama makassar? 
Untuk pembelian barang, jika akad dengan pesanan, kta akan belika 
barang sesuai dengan apa yang diminta oleh nasabah. Tetapi lebih 
banyak terjadi, pembelian barang disini menggunakan akad wakalah. 
Jadi pembelian barang kita wakilkan kepada nasabah, dengan syarat 
kita (bank) harus tau penjualnya yang mana. 
5. Bagaimana proses pencairan dana pembiayaan murabahah bil wakalah? 
Setelah terjadi akad, uang yang cair ini nantinya akan kami 
transferke rekening nasabah. Dan nanti nasabah sendiri yang akan 
membayarakan uangtersebut kepada penjual. 
6. Apakah pihak BNI Syariah kantor cabang utama makassar meminta 
jaminan kepada nasabah yangmelakukan pembiayaan murabahah? Atau 
barang yang diakadkan tersebut yang dijadikan sebagai jaminan.? 
Iya, kita pasti minta kepada nasabah untuk memberikan 
jaminan.Karena kan kita tidak tahu didepannya nanti bagaimana, 
jadi kita tetap mintajaminan. Dan untuk barangnya kita tidak 
tentukan, harus yang apa danbagaimana. Kalau memang bisa 
digunakan untuk jaminan ya kita terima. Tapibanyak kasusnya itu 
nasabah menjaminkan barang yang dibeli itu tadi untukdijadikan 
jaminan. 
7. Berapa persentase keuntungan (margin) yang ditetapkan oleh Bank BNI 





Tergantung keputusannya. Secara umum kita tidak bisamenentukan, 
tergantung dari keputusan pusat. Kalau pusat menentukan 10%,ya 
kita jalan 10%. Kalau 20 atau 30%, ya kita tetapkan segitu juga. 
8. Apakah Bank BNI Syariah kantor cabang utama makssar meminta uang 
muka kepada nasabahyang mengajukan pembiayaan murabahah? Dan 
bagaimana bankmemperlakukan uang muka tersebut? 
Ya, kita pasti minta uang muka. Barapa jumlahnya, kita 
tergantungpada berapa besar pembiayaan dia. Secara umumnya kita 
membiayai nasabahitu 70% dari pembiayaan, jadi nasabah 
menyetorkan uang muka sebesar 30%kepada bank. Atau bisa juga 
80% bank 20% nasabah, ya tergantung lah. Tapitidak terbatas pada 
ketetapan tersebut. Jika nasabah mau menyetorkan lebih dari30% 
dan selama tidak menyalahi ketetapan awal, maka tidak apa-apa. 
Danuntuk perlakuan terhadap uang muka itu sendiri, ya kita jadikan 
sebagaipengurang dari jumlah pembiayaan. 
9. Bagaimana ketentuan yang diberikan oleh Bank BNI Syariah kantor 
Cabang utama makassar terkait diskon pembelian barang? 
Karena yang kita gunakan itu akad wakalah, jadi yang kita 
anggapadalah harga perolehan barang. Jadi ketika ada diskon, maka 
itu menjadi hak dari pembeli. 
10. Bagaimana perlakuan Bank BNI Syariah kantor Cabang utama makassar, 
jika ada nasabah yang bisa melunasi hutang tepat waktu atau lebih awal 





Secara prinsip, dari akad murabahah ini, yang menjadi 
kewajibandari nasabah adalah harga jual yang harus dilunasi. Ketika 
nasabah bisamelunasi lebih awal dari yang ditentukan, maka kita bisa 
mintakan potonganterkait hal ini. Dan perhitungannya nanti 
tergantung pada kebijakan dari bank. 
11. Bagaimana perlakuan Bank BNI Syariah kantor Cabang utama makassar, 
ketika terjadi pembiayaan macet? 
Ketika ada pembiayaan macet, bank berhak untuk memberikansurat 
peringatan. Jika sudah sampai dengan surat peringatan ketiga, bank 
akanmengeluarkan somasi. Jika setelah somasi tidak ada i’tikad baik 
dan sebagainyadari nasabah, maka kita akan lakukan lelang terhadap 
barang yang dijadikansebagai jaminan kepada pihak bank. 
12. Apakah pihak Bank BNI Syariah kantor Cabang utama makassar 
memberikan denda kepada nasabah yang lalai dalam melakukan 
kewajibannya? 
Secara akad, memang ada aturannya terkait denda. Setiap satu 
hariketerlambatan, dikenakan sekian rupiah. Dan uang denda yang 
masuk ininantinya tidak bisa dihitung sebagai pendapatan, haram 
hukumnya. Jadi uangdenda yang masuk, itu nanti akan jadi dana 
sosial. Tapi dalam prakteknyasendiri selama ini kita belum pernah 






Hasil wawancara dengan asisten Pembiayaan 
Makassar, kamis 5 November 2020 
Ibu Winda 
1. Bagaimanakah prosedur pengajuan pembiayaan murabahah di Bank 
BNI Syariah kantor Cabang Makassar? Dan syarat apa saja yang harus 
dipenuhi oleh nasabah? 
Secara umum prosedurnya, nasabah datang ke bank 
denganmembawa syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh bank, 
kemudian nasabahmembuka rekening (bagi nasabah yang belum 
memiliki rekening), setelah itubaru dilakukan akad setelah 
dilakukan cek atas berkas-berkas yang dibawa.Untuk syaratnya, 
legalitas meliputi KTP, NPWP, buku/akta nikah, dan KK. 
Iniuntuk perorangan. Kalau untuk usaha, syaratnya adalah akta 
pendirian, aktaperubahan terbaru, NPWP perusahaan, KTP 
seluruh pengurus perusahaan.Kemudian dari sisi keuangan, 
dokumen yang dibutuhkan meliputi rekeningkoran selama enam 
bulan terakhir dan slip gaji (untuk pegawai), rekening koransatu 
bulan terakhir dan laporan pendapatan (untuk usaha). Kemudian 
jugamenyertakan sertifikat asli dan copy atas barang yang 
dijadikan sebagai jaminan. 
2. Berapakah jumlah pembiayaan murabahah yang dapat diajukan oleh 
nasabahpada Bank BNI Syariah kantor Cabang Makassar? 





Rp. 5.000.000,00 sampai dengan tidak terhingga. 
3. Jenis murabahah apa yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah kantor 
Cabang utama makassar? 
Bisa dengan pesanan atau tanpa pesanan. Tapi secara umum, 
danyang sering kita lakukan adalah akad murabahah bil wakalah. 
Jadi untukpembelian barang kita wakilkan ke nasabah. 
4. Berapa persentase keuntungan murabahah yang ditetapkan Bank BNI 
Syariah kantor Cabang utama makassar? 
Itu nanti tergantung dari keputusan bank. Dan tergantung juga 
daribarang yang diakadkan pembiayaan ini. Rumah, mobil, 
barang yang lebih kecildari itu, itu nanti marginnya berbeda-
beda. Sesuai dengan kesepakatan antarapihak bank dan nasabah. 
5. Bagaimanakah perlakuan dari Bank BNI Syariah kantor Cabang utama 
makassar terhadap diskon pembelian barang? 
Yang kita akadkan disini adalah harga net setelah diskon. 
Jadikalau ada diskon, ya itu berarti hak nasabah. 
6. Bagaimanakah perlakuan bank kepada nasabah yang bisa membayar 
angsuranatau melunasi hutang tepat waktu atau lebih cepat dari waktu 
yang telahditetapkan atau disepakati? 
Terkait pelunasan dipercepat, itu adalah hak dari nasabah. 
Masalahnanti keuntungan yang masuk ke bank berkurang dari 





7. Bagaimana tindakan bank jika ada nasabah yang mengalami 
penurunan kemampuan pembayaran hutang? 
Ketika terjadi kredit macet, kita akan lakukan penyelesaian 
nasabah bermasalah. Kita lakukan penagihan, lelang, dan litigasi. 
Oleh karenaitu kita bentuk PPAP (Penyisihan Penghapusan 
Aktiva Produktif). 
8. Bagaimana proses pencairan dana pembiayaan murabahah? 
Uang yang cair, kami masukkan ke rekening nasabah. 
Itulahkenapa kita wajibkan nasabah itu punya rekening disini. 
Setelah uang masuk kerekening nasabah, terserah nasabah mau 
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